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P  U  T  U  S  A  N

Nomor  :   140/G/2008 /PTUN – JKT 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  

memer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  

Negara  pada  Perad i l an  t i ngka t  per tama  dengan  acara  b iasa  

te lah  menja tuhkan  putusan  dengan  per t imbangan-

per t imbangan  seper t i  te rsebu t  d ibawah  in i ,  da lam perkara  

anta ra  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PARTAI  DEMOKRASI KEBANGSAAN BERSATU (PDKB) ,  bera lamat  di  

J l .  Masj id  Al  Anwar  (d /h  

Berd ika r i )  Kav.  2 Sukabumi  Utara ,  

Kebon Jeruk ,  Jakar t a  Bara t  11540.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  hal  in i  d iwak i l i  o leh  

GREGORIUS  SETO  HARIANTO,  Warga 

Negara  Indones ia ,  se laku  Ketua  

Umum DPP PDKB yang  bera lamat  di  

J l .  Tembakau  Raya  Ujung  No.  30 

RT.  013 /  RW. 001,  Peja ten  Timur ,  

Pasar  Minggu  –  Jakar ta  Sela tan  

12510  dan  NOVI  B.  SURATINOYO, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Hal aman 1 dar i  83 hal aman.  Put usan Nomor  :  140/ G/ 2008/ PTUN- J KT

Warga  Negara  Indones ia ,  se laku  

Pejaba t  Sekre ta r i s  Jendera l  DPP 

PDKB  yang  bera lamat  di  J l .  

Mut ia ra  I I I  A.9  RT.  001 /  RW. 013  

Harapan  Jaya ,  Bekas i  Utara  – Kota  

Bekas i .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Selan ju tnya  disebu t  sebaga i  -  

PENGGUGAT;

MELAWAN

KETUA KOMISI  PEMILIHAN UMUM (KPU) ,  berkedudukan  di  Ja lan  

Imam Bonjo l  No.  29 Jakar ta  Pusat .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

te r t angga l  27  Oktober  2008  

Nomor  :  2926/15 /X /2008  

menguasakan  kepada  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. I  GUSTI  PUTU ARTHA,  SP. ,  M.Si .

Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum.

2. W.S.  SANTOSO, SH.  

Kepala  Bi ro  Hukum Sekre ta r i a t  

Jendera l  Komis i  Pemi l i han  Umum.

3. SIGIT  JOYOWARDONO, SH.

Waki l  Kepala  Bi ro  Hukum 

2
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Hal aman 2 dar i  83 hal aman.  Put usan Nomor  :  140/ G/ 2008/ PTUN- J KT

Sekre ta r i a t  Jendera l  Komis i  

Pemi l i han  Umum.

4. HITLER MARPAUNG, SH.

Kepala  Bagian  Penye lesa ian  

Sengketa  dan Bantuan  Hukum pada  

Bi ro  Hukum Sekre ta r i a t  Jendera l  

Komis i  Pemi l i han  Umum.

5. LINDAWATY AMBARITA,  SH.

Kepala  Sub  Bagian  Penye lesa ian  

Sengketa  dan Bantuan  Hukum pada  

Bi ro  Hukum Sekre ta r i a t  Jendera l  

Komis i  Pemi l i han  Umum.

6. DYAH ARNIASITA,  SH.

Sta f  pada  Bi ro  Hukum 

Sekre ta r i a t  Jendera l  Komis i  

Pemi l i han  Umum.

Kesemuanya  ada lah  Pejaba t  dan 

Pegawai  pada  Sekre ta r i a t  Jendera l  

Komis i  Pemi l i han  Umum,  bera lamat  

di  J l .  Imam Bonjo l  No.  29 Jakar ta  

Pusat ,  ba ik  send i r i - send i r i  

maupun  bersama- sama.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Selan ju tnya  d isebu t  sebaga i  - - -  

TERGUGAT;

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t ,  te lah  membaca  :  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Surat  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar ta  Nomor  :  140/PEN/2008/PTUN- JKT,  tangga l  17  

September  2008  ten tang  Penunjukkan  Maje l i s  Hakim 

yang  memer iksa  dan  memutus  perkara  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Surat  Penetapan  Hakim Ketua  Maje l i s  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a  No :  140/PEN- HS/2008/PTUN- JKT,  

tangga l  17  September  2008  ten tang  Penetapan  Har i  

Sidang  Pemer iksaan  Pers iapan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  dan  memer iksa  berkas  perkara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa  Penggugat  di  da lam  gugatan  te r t angga l  8 

September  2008  yang  di t e r ima  di  Kepani t e r aan  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  tangga l   8  September  2008  

dibawah reg i s t e r  perkara  Nomor  :  140/G/2008 /PTUN–JKT  dan  

te lah  dipe rba i k i  pada  tangga l  14  Oktober  2008  

mengemukakan  dal i l - da l i l  sebaga i  ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alasan  gugatan  Penggugat  ada lah  sebaga i  ber i ku t :

1. Bahwa untuk  dapat  menjad i  peser ta  pemi l i han  umum 

4

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun  2009,  suatu  par ta i  po l i t i k  harus  memenuhi  

keten tuan  sebaga imana  te r t uang  dalam  Pasal  14,  

Pasa l  15,  dan  Pasa l  16  Undang- Undang  Nomor  10 

Tahun  2008,  ten tang  Pemi l i han  Umum Anggota  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat ,  Dewan Perwak i l an  Daerah ,  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah  yang  se lan ju t n ya  disebu t  

sebaga i  Undang- Undang  ten tang  Pemi lu  ;  

- - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa Pasa l  14  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2008  

menyatakan : - -

Ayat  (1 )  Par ta i  Pol i t i k  dapat  menjad i  Peser ta  Pemi lu  

dengan  mengajukan  pendaf ta ran  untuk  menjad i  

ca lon  Peser ta  Pemi lu  kepada  KPU.

Ayat  (2 )  Pendaf ta ran  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  

(1 )  d ia j ukan  dengan  sura t  yang  di tanda tangan i  

o leh  ketua  umum dan  sekre ta r i s  jendera l  atau  

sebutan  la i n  pada  kepengurusan  pusat  par ta i  

po l i t i k .

Ayat  (3 )  Pendaf ta ran  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  

(2 )  d i l engkap i  dengan  dokumen persyara tan .

Ayat  (4 )  Jadwal  waktu  pendaf ta ran  Par ta i  Pol i t i k  

Peser ta  Pemi lu  d i t e t apkan  oleh  KPU.

3. Bahwa Pasa l  15  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2008  

menyatakan :  Dokumen  persyara tan  sebaga imana  

dimaksud  dalam  Pasal  14  ayat  (3 )  

mel ipu t i : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Hal aman 4 dar i  83 hal aman.  Put usan Nomor  :  140/ G/ 2008/ PTUN- J KT
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. ”Ber i t a  Negara  Republ i k  Indones ia  yang  

memuat  tanda  te rda f t a r  bahwa  par ta i  

po l i t i k  te rsebu t  menjad i  badan  hukum ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. keputusan  pengurus  pusat  par ta i  po l i t i k  

ten tang  pengurus  t i ngka t  prov ins i  dan  

pengurus  t i ngka t  kabupaten / ko ta  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . sura t  kete rangan  dar i  pengurus  pusat  

par ta i  pol i t i k  ten tang  kanto r  dan  alamat  

te tap  pengurus  t i ngka t  pusat ,  pengurus  

pengurus  t i ngka t  prov ins i ,  dan  pengurus  

t i ngka t  kabupaten /ko ta ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. sura t  kete rangan  dar i  pengurus  pusat  

par ta i  po l i t i k  ten tang  penyer taan  

kete rwak i l an  perempuan  30% ( t i ga  pi l uh  

persera tus )  sesua i  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. sura t  kete rangan  ten tang  pendaf t a ran  

nama,  lambang,  dan  tanda  gambar  par ta i  

po l i t i k  dar i  Depar temen;  dan 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

f . sura t  kete rangan  mengena i  pero lehan  kurs i  

par ta i  pol i t i k  d i  DPR,  DPRD prov ins i ,  dan  

DPRD  kabupaten /ko ta  dar i  

6
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KPU”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa Pasa l  16  Undang- Undang  Nomor  10 tahun  2008,  

khususnya  ayat  (1 )  menyatakan :  ”KPU  melakukan  

ver i f i k a s i  te rhadap  ke lengkapan  dan  kebenaran  

persyara tan  sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  

15” . - - -

5. Bahwa Penggugat  te lah  memenuhi  keten tuan  Pasal  16 

ayat  (1 )  te rsebu t  d i  atas  karena  Penggugat  pada  

tangga l  30  Mei  2008  oleh  KPU te lah  d inya takan  

lu l us  ver i f i k a s i  admin i s t r a s i  KPU di  31  ( t i ga  

puluh  satu )  prov ins i ,  yang  ar t i n ya  31 ( t i ga  puluh  

satu )  Dewan Pengurus  Daerah  PDKB (DPD PDKB)  te l ah  

memenuhi  keten tuan  yang  d i t e t apkan  Undang- Undang 

Nomor  10  Tahun  2008,  sementa ra  persya ra tan  untuk  

menjad i  peser ta  pemi lu  tahun  2009  adalah  cukup  

lu l us  ver i f i k a s i  d i  22  prov ins i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa  Tergugat  kemudian  menyelenggarakan  

ver i f i k a s i  tambahan  berupa  ver i f i k a s i  fak tua l  yang  

di l aksanakan  dengan  t i dak  mengiku tse r t a kan  Bawaslu  

ataupun  Panwaslu  prov ins i  maupun  kapubaten / ko ta ,  

seh ingga  t i dak  sesua i  atau  ber ten tangan  dengan  

Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2008  ten tang  Pemi lu ,  

khususnya  Pasal  18  ayat  (1 )  yang  berbuny i :  

”Bawas lu ,  Panwaslu  prov ins i ,  dan  Panwaslu  

Disclaimer
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kabupaten /ko ta  melakukan  pengawasan  atas  

pelaksanaan  ver i f i k a s i  par ta i  po l i t i k  ca lon  

Peser ta  Pemi lu  yang  di l aksanakan  oleh  KPU,  KPU 

prov ins i ,  dan  KPU  kabupaten /ko ta ” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa  dengan  t i dak  di i ku t se r t a kannya  Bawaslu ,  

Panwaslu  prov ins i ,  dan  Panwaslu  kabupaten /ko ta ,  

Penggugat  di rug i kan  karena  t i dak  te r l i n dung i  dar i  

prak tek  keb i j a kan  KPU,  KPU prov ins i ,  ataupun  KPU 

kabupaten /ko ta  yang  t i dak  t ransparan  dan  t i dak  

” fa i r ” ,  sebaga imana  dimaksud  da lam  Pasa l  18  ayat  

(2 )  yang  menyatakan :  ”Panwas lu  prov ins i ,  dan  

Panwaslu  kabupaten / ko ta  melakukan  pengawasan  atas  

pelaksanaan  ver i f i k a s i  par ta i  po l i t i k  ca lon  

Peser ta  Pemi lu  yang  di l aksanakan  oleh  KPU,  KPU 

prov ins i ,  dan  KPU  kabupaten /ko ta ” .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  18 ayat  (3 )  menyatakan :  ”KPU,  KPU prov ins i ,  dan  

KPU  kabupaten / ko ta  waj ib  menindak lan ju t i  temuan  

Bawaslu ,  Panwaslu  prov ins i ,  dan  Panwaslu  

kabupaten /ko ta  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (2 ) ” .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa sa lah  satu  bukt i  Penggugat  di rug i kan ,  atas  

keb i j akan  KPU ada lah  ket i ka  pada  tangga l  1  Ju l i  

2008,  Penggugat  mengajukan  gugatan  k la r i f i k a s i  
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atas  keb i j a kan  beberapa  KPU  prov ins i  yang  

merug ikan  Penggugat ;  pada  kenya taannya  KPU t i dak  

menggubr i s  gugatan  d imaksud  karena  tanpa  jawaban  

maupun  k la r i f i k a s i  leb ih  lan ju t  KPU menetapkan  

Par ta i  Pol i t i k  Peser ta  Pemi lu  2009  mela lu i  Sura t  

Keputusan  Nomor  149/SK/KPU/Tahun  2008  tangga l  9 

Ju l i  2008,  d i  mana  Penggugat  d i rug i kan  karena  

t i dak  te rcan tum  sebaga i  Par ta i  Pol i t i k  Peser ta  

Pemi lu  2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa  pada  kenyataannya  KPU  t i dak  menerb i t kan  

Hasi l  Ver i f i k a s i  Faktua l  bag i  masing- masing  par ta i  

po l i t i k ,  ba ik  yang  d inya takan  sebaga i  Peser ta  

Pemi lu  Tahun 2009,  sebaga iman te r t uang  dalam Sura t  

Keputusan  Nomor  149/SK/KPU/Tahun  2008  te rsebu t  d i  

atas ,  maupun  yang  t i dak  te rmuat  di  da lam  Sura t  

Keputusan ,  Tergugat  te rsebu t  yang  berar t i  t i dak  

lu l us  ver i f i k a s i  fak tua l .  Sehubungan  dengan  i t u ,  

Penggugat  te l ah  berusaha  dengan  keras  dan  

mendesak,  ser ta  te rakh i r  mela lu i  Sura t  DPP PDKB 

te r t angga l  18 Ju l i  2008 yang  pada pokoknya  memohon 

agar  Tergugat  segera  menerb i t kan  Hasi l  Ver i f i k a s i  

Faktua l  yang  menyangkut  PDKB;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

10. Bahwa  akh i rnya  Tergugat  memenuhi  permohonan  
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Penggugat  dengan  menerb i t kan  Sura t  Nomor  

2502/15 /V I I I / 2 008  te r t angga l  8  Agustus  2008  

per iha l  Hasi l  Ver i f i k a s i  Par ta i  Pol i t i k  Peser ta  

Pemi lu  Tahun  2009.  Sura t  Tergugat  te rebu t  pada  

pokoknya  menyatakan :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Per tama:  Berdasarkan  has i l  pene l i t i a n  admins i t r a s i ,  

Par ta i  Demokras i  Kebangsaan  Bersa tu  te lah  

memenuhi  syara t  admin is t r a s i  d i  31  ( t iga  

puluh  satu)  provins i .

Kedua   :    Berdasarkan  has i l  ver i f i k a s i  fak tua l  dar i  

KPU  Prov ins i  dan  KPU  Kabupaten /Ko ta  di  

wi layah  prov ins i  yang  bersangku tan ,  Par ta i  

Demoras i  Kebangsaan  Bersa tu  memenuhi  syara t  

fak tua l  d i  11  (sebelas)  provins i ,  dan  20 

( tu juh)  provins i  dinya takan  t i dak  memenuhi  

syara t  fak tua l .

Ket iga  :  Dua  puluh  prov ins i  yang  t i dak  memenuhi  

syara t  fak tua l  sebaga imana  te rsebu t  pada  

angka  2,  masing- masing :

a. Prov ins i  Sumatera  Utara

b. Prov ins i  Sumatera  bara t

c. Prov ins i  Riau

d. Prov ins i  Jambi

e. Prov ins i  Sumatera  Sela tan

f . Prov ins i  Bengku lu

g. Prov ins i  Jawa Bara t

h. Prov ins i  Jawa Tengah
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i . Prov ins i  Jawa Timur

j . Prov ins i  Bal i

k . Prov ins i  Nusa Tenggara  Bara t

l . Prov ins i  Kal iman tan  Tengah

m. Prov ins i  Kal iman tan  Sela tan

n. Prov ins i  Kal iman tan  Timur

o. Prov ins i  Sulawes i  Utara

p. Prov ins i  Sulawes i  Tengah

q. Prov ins i  Sulawes i  Tenggara

r . Prov ins i  Goronta lo

s. Prov ins i  Sulawes i  Bara t

t . Prov ins i  Maluku  Utara

Keempat :  Bahwa Tergugat  mengura ikan  alasan  mengapa 

dua  puluh     prov ins i  te rsebu t  t i dak  

memenuhi  syara t  fak tua l .

11. Bahwa Penggugat  dinya takan  hanya  memenuhi  syara t  

d i  11  prov ins i ,  pada  hal  te l ah  lu l us  ver i f i k a s i  

admin is t r a s i  d i  31  prov ins i  seh ingga  merasa  

di rug i kan  oleh  sura t  Tergugat  per i ha l  Hasi l  

Ver i f i k a s i  te r sebu t  karena  didasarkan  atas  proses  

ver i f i k a s i  yang  t i dak  sesua i  atau  ber ten tangan  

dengan  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2008  ten tang  

Pemi lu ,  khususnya  Pasal  18 ayat  (1 )  dan  melanggar  

Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  (AAUPB),  

sebaga imana dimaksud  dalam Pasa l  53 ayat  (2 )  huru f  

a  dan  b  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  

Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

Disclaimer
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ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

12. Bahwa  te rhadap  sura t  Terguga t  te rsebu t  Nomor  

2502/15 /V I I I / 2 008  te r t angga l  8  Agustus  2008  

Penggugat  berkebera tan  dan  mengajukan  bantahan  

mela lu i  sura t  DPP  PDKB  Nomor  099/DPP-

PDKB/SB/VI I I . 0 8  te r t angga l  27  Agustus  2008.  Atas  

bantahan  Penggugat  te r sebu t ,  h ingga  har i  in i  

Tergugat  t i dak  member i kan  respons  apapun  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Bahwa  karena  i t u  Penggugat  mengajukan  gugatan  

pada tangga l  8 September  2008 seh ingga  masih  da lam 

tenggang  waktu  90  (sembi l an  puluh)  har i  te rh i t u ng  

se jak  di te rb i t k annya  Sura t  Tergugat ,  ya i t u  pada  

tangga l  8 Agustus  2008,  sebaga imana dipe rsya ra t kan  

dalam  Pasa l  55  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tergugat  adalah  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum yang  

merupakan  lembaga  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  

dimaksud  dalam Pasal  1 but i r  6 Undang- Undang Nomor  10  

Tahun 2008 ten tang  Pemi lu  ;  - - - - - - - - - - -

Sura t  Tergugat  te r sebu t  merupakan  suatu  penetapan  

te r t u l i s  yang  dike lua rkan  oleh  Badan  atau  Pejaba t  
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Tata  Usaha  Negara  yang  ber i s i  t i ndakan  hukum Tata  

Usaha  Negara  yang  berdasarkan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku ,  yang  bers i f a t  konkre t ,  

ind i v i dua l ,  dan  f i na l ,  yang  menimbulkan  ak iba t  hukum 

bag i  seseorang  atau  badan  hukum perda ta ,  sebaga imana  

dimaksud  dalam Pasal  1 but i r  3 Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun 1986 ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ;  - - -

14. Bahwa  sura t  Terguga t  Nomor  2502/15 /V I I I / 2 008  

te r t angga l  8  Agustus  2008  te rsebu t  d i te rb i t k an  

atas  dasar  proses  ver i f i k a s i  fak tua l  yang  t i dak  

sesua i  atau  ber ten tangan  dengan  Undang- Undang  

Nomor  10  Tahun  2008,  khususnya  Pasal  18  ayat  (1 )  

sebaga imana  diu ra i kan  pada  but i r  6,  but i r  7,  dan  

but i r  8  d i  atas .  Hal  in i  juga  bera r t i  bahwa 

Tergugat  te lah  melanggar  AAUPB,  khususnya  Asas  

Kepast i an  Hukum;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Bahwa  dalam  proses  penerb i t an  Sura t  Terguga t  

Nomor  2502/15 /V I I I / 2 008  te rsebu t ,  Tergugat  te lah  

mengabaikan  sura t  Penggugat  te r t angga l  1 Ju l i  2008  

seh ingga  dengan  nyata  Tergugat  te l ah  melanggar  

AAUPB,  khususnya  Asas  Keterbukaan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bahwa Terguga t  h ingga  har i  in i  t i dak  menanggap i  

bantahan  Penggugat  atas  Sura t  Tergugat  Nomor  

2502/15 /V I I I / 2 008  te rsebu t ,  yang  bera r t i  Tergugat  

te lah  melanggar  AAUPB,  khususnya  Asas  
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Keterbukaan ; - - - - - - - -

17. Bahwa  penerb i t an  sura t  Terguga t  te rsebu t  pada  

but i r  14,  d i l akukan  t i dak  bersama- sama  dengan  

te rb i t n ya  sura t  Keputusan  Terguga t  Nomor  

149/SK/LPU/Tahun  2008  te r t angga l  9  Ju l i  2008  

ten tang  Penetapan  dan Pengund ian  Nomor  Urut  par ta i  

Pol i t i k  Peser ta  Pemi lu  Tahun  2009,  bahkan  

di t e rb i t k an  sete lah  ada  desakan  dan  tun tu tan  

seh ingga  baru  di te rb i t k an  pada  tangga l  8  Agustus  

2008,  hampi r  satu  bu lan  te r l ambat  dar i  yang  

seharusnya .  Hal  in i  dengan nyata  membukt i kan  bahwa 

Tergugat  te lah  melanggar  AAUPB,  khususnya  Asas  

Ter t i b  Penye lenggaraan  Negara ,  Asas  Kepent i ngan  

Umum,  dan  Asas  

Pro fes iona l i t a s ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. Bahwa  dalam  but i r  keempat  sura t  Terguga t  

te rsebu t ,  anta ra  la i n  d inya takan  bahwa di  Prov ins i  

Sumatera  Utara ,  Penggugat  dinya takan  memenuhi  

syara t  d i  20  (dua  puluh)  kabupaten / ko ta ,  dar i  19  

(sembi l an  belas )  kabupaten / ko ta  yang  

dipe rsya ra t kan .  Akan  te tap i  kemudian  dinya takan  

t i dak  memenuhi  syara t  (TMS)  karena  kepengurusan  

dan  domis i l i  kanto r  Dewan  Pengurus    Daerah  

(DPW/DPD)  PDKB t i ngka t  prov ins i  Sumatera  Utara  

t i dak  memenuhi  syara t .  Pernya taan  Tergugat  

te rsebu t  je l as  ber ten tangan  dengan  aka l  sehat  dan  
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Hal aman 11 dar i  83 hal aman.  Put usan Nomor  :  140/ G/ 2008/ PTUN- J KT

mengada- ada  karena  pada  prak teknya  dan  atas  dasar  

pengatu ran  Terdakwa  send i r i ,  t i ngka t  

kabupaten /ko ta  t i dak  akan  dive r i f i k a s i  apab i l a  

t i ngka t  prov ins i  t i dak  memenuhi  syara t ;  demik ian  

pula  t i ngka t  prov ins i  t i dak  mungk in  dive r i f i k a s i  

apab i l a  t i ngka t  pusat /DPP  sudah  t i dak  memenuhi  

syara t .  Hal  in i  membukt i kan  bahwa Tergugat   nyata -

nyata  te l ah  melanggar  AAUPB,  khususnya  Asas  

Kepat i an  Hukum  dan  Asas  Pro fes iona l i t a s . ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

19. Bahwa  ura ian  se lan ju t nya  dalam  but i r  keempat  

sura t  Terguga t  te r sebu t ,  khususnya  yang  menyangkut  

pen je l asan  beberapa  prov ins i ,  nyata - nyata  

mengabaikan  berbaga i  peny impangan  KPU Daerah  yang  

merug ikan  Penggugat ,  sebaga imana  disampaikan  

mela lu i  Sura t  Penggugat  Nomor  093/DPP-

PDKB/SBVI I / 08  te r t angga l  1  Ju l i  2008.  Hal  in i  

membukt i kan  bahwa  Tergugat  te l ah  mengaba ikan  

per l i n dungan  atas  hak  asas i  Penggugat  dan  

mengabaikan  kewaj i bannya  untuk  ber t i ndak  adi l .  

Dengan  demik ian  Tergugat  nyata - nyata  te l ah  

mengabaikan  dan  melanggar  AAUPB,  khususnya  Asas  

Keterbukaan  dan  Asas  Propors iona l i t a s ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. Bahwa  dengan  te rbuk t i n ya  penerb i t an  Sura t  

Tergugat  Nomor  2502/15 /V I I I / 2 008  per iha l  Hasi l  

Disclaimer
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Ver i f i k a s i  Par ta i  Pol i t i k  Peser ta  Pemi lu  Tahun  

2009  te r t angga l  8 Agustus  2008  di l akukan  Terguga t  

dengan melanggar  Undang- Undang Nomor  10 Tahun 2008  

ten tang  Pemi lu ,  khususnya  Pasa l  18  ayat  (1 )  dan  

AAUPB yang  mel ipu t i  Asas  Kepast i an  Hukum,  Asas  

Keterbukaan ,  Asas  Ter t i b  Penye lenggaraan  Negara ,  

Asas  Kepent i ngan  Umum,  Asas  Pro fes iona l i t a s ,  dan  

Asas  Propors i ona l i t a s  maka  sudah  se layaknya  dan  

sepatu tnya  Tergugat  mencabut /membata l kan  sura t  

Tergugat  Nomor  2502/15 /V I I I / 2 008  te r t angga l  8 

Agustus  2008,  seh ingga  te l ah  sesua i  dengan  

keten tuan  yang  d imaksud  dalam  Pasal  53  ayat  (2 )  

huru f  a  dan  b  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  

ten tang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor  5 Tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  alasan- alasan  te rsebu t  d i  atas ,  maka 

Penggugat  mohon kepada  Bapak  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar ta  berkenan  untuk  memer iksa  dan  memutuskan  

perkara  in i  sebaga i  ber i ku t :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  sura t  Tergugat  

Nomor  2502/15 /V I I I / 2 008  ten tang  Hasi l  Ver i f i k a s i  

Par ta i  Pol i t i k  Peser ta  Pemi l i han  Umum Tahun  

2009; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16
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Hal aman 12 dar i  83 hal aman.  Put usan Nomor  :  140/ G/ 2008/ PTUN- J KT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Mewaj ibkan  Tergugat  untuk  mencabut  sura t  Terguga t  

Nomor  2502/15 /V I I I / 2 008  dan  memproses  permohonan  

Penggugat  (Par ta i  Demokras i  Kebangsaan  Bersa tu )  

seh ingga  menjad i  Par ta i  Pol i t i k  Peser ta  Pemi l i han  

Umum  Tahun 

2009; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

4. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  

perkara . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa pada  har i  s idang  yang  te lah  di ten tukan  para  

pihak  te l ah  datang  menghadap  di  pers i dangan ,  p ihak  

Penggugat  te l ah  hadi r  menghadap  GREGORIUS SETO HARIANTO,  

Warga  Negara  Indones ia  se laku  Ketua  Umum DPP PDKB yang  

bera lamat  d i  J l .  Tembakau Raya Ujung  No.  30 RT.  013 /  RW. 

001,  Peja ten  Timur ,  Pasar  Minggu,  Jakar ta  Sela tan  dan  

NOVI  B.  SURATINOYO,  Warga  Negara  Indones ia ,  se laku  

Pejaba t  Sekre ta r i a t   Jendera l  DPP PDKB yang  bera lamat  di  

J l .  Mut ia ra  I I I  A.9  RT.  001  /  Rw.  013  Harapan  Jaya,  

Bekas i  Utara  –  Kota  Bekas i  berdasarkan  AD/ART  PDKB 

te r t angga l  19  Januar i  2008,  Terguga t  menghadap  kuasanya  

bernama I  GUSTI  PUTU ARTHA,  SP. ,  Msi ,  W.S.  SANTOSO, SH. ,  

SIGIT  JOYOWARDONO, SH. ,  HITLER MARPAUNG, SH. ,  LINDAWATY 

AMBARITA,  SH. ,  dan   DYAH ARNIASITA,  SH. ,  berdasarkan  

Sura t  Kuasa  Khusus  Nomor  :  2926/15 /X /2008  te r t angga l  27  

Oktober  2008;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
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Bahwa  atas  gugatan  Penggugat  te rsebu t  p ihak  

Tergugat  te lah  mengajukan  jawabannya  te r t angga l  28  

Oktober  2008,  yang  is i nya  te rsebu t  d ibawah  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I . DALAM EKSEPSI  

1. TENTANG  KEWENANGAN  MENGADILI  (  KOMPETENSI 

ABSOLUT ) .

1.1 . Bahwa  pada  Pasal  22  E  Undang  – 

Undang  Dasar  1945  disebu tkan  

pemi l i han  umum dise lenggarakan  o leh  

suatu  Komis i  Pemi l i han  Umum yang  

bers i f a t  nas iona l ,  te tap ,  dan  

mandi r i .  Makna dar i  s i f a t  nas iona l ,  

te tap ,  dan  mandi r i  te rsebu t  

d i j aba rkan  pada  Pasa l  3  Undang  – 

Undang  Nomor  22  Tahun  2007  ten tang  

Penye lenggara  Pemi l i han  Umum yang  

berbuny i :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 ) Wi laya

h  ker j a  

KPU 

mel ipu t
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i  

se lu ruh  

wi layah  

Negara  

Kesatua

n 

Republ i

k  

Indones

ia .  

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - -

(2 ) KPU 

menja la

nkan  

tugasny

a 

secara  

berkes i

nambung

an.

(3 ) Dalam 

menyele

nggarak

an 
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Pemi lu ,  

KPU 

bebas  

dar i  

pengaru

h  pihak  

mana 

pun 

berka i t

an 

dengan 

pelaksa

naan 

tugas  

dan 

wewenan

gnya  ; -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

1.2 . Bahwa  kedudukan  hukum  Tergugat  

sebaga i  penye lenggara  pemi l i han  

umum berada  di  lua r  lembaga  negara  

yang  dia tu r  o leh  UUD 1945,  ya i t u  :  

- DPR;

- DPD;

- MPR;

- BPK;

20
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- Pemer in tah ;

- Mahkamah Agung;

- Komis i  Yudis i a l .

1.3 . Bahwa  oleh  karena  i t u ,  Tergugat  

da lam  menja lankan  kewenangan  t i dak  

didasarkan  pada keputusan  penetapan  

lembaga  negara  te rsebu t  d ia tas ,  

khususnya  Pemer in tah  ; - - - - - -

1.4 . Bahwa pada Pasal  1 angka  2 Undang – 

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

disebu tkan  Badan  atau  Pejaba t  Tata  

Usaha  Negara  ada lah  Badan  atau  

Pejaba t  yang  melaksanakan  urusan  

pemer in tah  berdasarkan  pera tu ran  

perundang  – undangan  yang  ber laku .  

1.5 . Bahwa  dalam  Penje lasan  Undang  – 

Undang  Nomor  5 Tahun  1986  te rsebu t  

d inya takan  yang  dimaksud  dengan  

urusan  pemer in tahan  ada lah  keg ia tan  

yang  bers i f a t  ekseku t i f . - - - - - - - - - -

1.6 . Bahwa s i f a t  mandi r i  untuk  menjamin  

KPU  dalam  menyelenggarakan  dan 

melaksanakan  pemi l i han  umum bebas  

dar i  in te r vens i  da lam bentuk  apapun  

oleh  Lembaga  Negara  atau  pihak  
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manapun.  Oleh  karena  i t u ,  kedudukan  

hukum Tergugat  bukan  sebaga i  Badan 

atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  dimaksud  da lam Pasa l  1 

angka  2  Undang  –  Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.7 . Bahwa  dengan  demik ian ,  sura t  

Tergugat  yang  di j ad i kan  objek  

sengketa  bukan  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  sebaga imana  dia tu r  da lam 

Pasal  1  angka  3  Undang  –  Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  dal i l  – da l i l  hukum te rsebu t  d ia tas ,  

maka  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  t i dak  

mempunya i  kewenangan  (kompetens i )  secara  abso lu t  

memer iksa ,  mengadi l i ,  dan  memutus  gugatan  aquo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. PENGADILAN TATA USAHA NEGARAR TIDAK BERWENANG 

MEMERIKSA,  MENGADILI ,  DAN  MEMUTUS  SURAT 

TERGUGAT YANG DIJADIKAN OBJEK SENGKETA.

2.1 . Bahwa  pemi l i han  umum berdasarkan  Undang  – 

22
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Undang  Nomor  10  Tahun  2008  dise lenggarakan  

dalam  rangka ian  tahapan  pemi l i han  umum 

mel ipu t i  pemutakh i r an  data  pemi l i h  dan 

penyusunan  daf ta r  pemi l i h ,  pendaf ta r an  

peser ta  pemi l i han  umum,  penetapan  jumlah  

kurs i  dan  penetapan  daerah  pemi l i han ,  

penca lonan  anggota  DPR,  DPD,  DPRD Prov ins i ,  

dan  DPRD  Kabupaten /Ko ta ,  kampanye,  

pemungutan  suara  dan  pengh i t ungan  suara ,  

penetapan  has i l  pemi l i han  umum,  dan  

pengucapan  sumpah/ j an j i  anggota  DPR,  DPD,  

DPRD  Prov ins i ,  dan  DPRD  Kabupaten /Ko ta  

(v i de  Pasa l  4  ayat  (2 )  Undang  –  Undang  

Nomor  10  Tahun  2008)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.2 . Bahwa tahapan  pemi l i han  umum merupakan  satu  

kesatuan  yang  t i dak  te rp i sahkan  dan  sa l i ng  

berka i t an  dan  te r i k a t  dengan  keten tuan  

waktu ,  t i dak  te r l a ksananya  suatu  tahapan  

sesua i  dengan  jadwa l  waktu  yang  di ten tukan  

akan  menimbulkan  efek  domino  te rhadap  

pelaksanaan  tahapan  pemi l i han  umum 

ber i ku tnya  yang  pada  akh i r  agenda  

keta tanegaraan  5  ( l ima)  tahunan  t i dak  

te rpenuh i  berpo tens i  menimbulkan  

chaos /kekacauan  yang  sangat  merug ikan  bag i  

bangsa  dan  negara  Indones ia  ;  

- - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
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2.3 . Bahwa  sesua i  pet i t um  gugatan  Penggugat  

angka  4,  tu juan  Penggugat  adalah  untuk  

di te t apkan  sebaga i  par ta i  po l i t i k  peser ta  

pemi l i han  umum  tahun  2009  atas  dasar  

Putusan  Pengad i l an  ada lah  suatu  hal  yang  

secara  abso lu te  t i dak  dapat  d i l aksanakan  

dengan  alasan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.3 .1 . Penetapan  peser ta  pemi l i han  umum 

pal i ng  lambat  9  (sembi l an )  bu lan  

sebe lum  har i / t a ngga l  pemungutan  

suara  (v i de  Pasal  16  ayat  (2 )  

Undang  –  Undang  Nomor  10  Tahun  

2008) ,  sementara  pemungutan  suara  

pemi l i han  umum  tahun  2009  

di l aksanakan  pada  tangga l  9  Apr i l  

2009,  v ide  Pera tu ran  KPU Nomor  20 

Tahun  2008  ten tang  Perubahan  

Pera tu ran  KPU Nomor  09  Tahun  2008  

ten tang  Tahapan,  Program dan Jadua l  

Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum 

Anggota  DPR,  DPD,  DPRD Tahun  2009.  

Dengan  mengacu  kepada  keten tuan  

Pasal  16  ayat  (2 )  Undang  –  Undang  

Nomor  18  Tahun  2008,  penetapan  

par ta i  pol i t i k  peser ta  pemi l i han  

umum di te t apkan  tangga l  9 Ju l i  2008  

24
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;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

2.3 .2 . Pada  saat  in i ,  penye lengaraan  

pemi l i han  umum tahun  2009  te l ah  

memasuki  dan  melaksanakan  tahapan  

penca lonan ,  ya i t u  pengumuman daf ta r  

ca lon  sementara  anggota  DPR,  DPD,  

dan  DPRD  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

2.3 .3 . Pemi l i han  umum  susu lan  hanya  

dimungk inkan  berdasarkan  a lasan  

adanya  kerusuhan,  gangguan  

keamanaan,  dan bencana  a lam disua tu  

daerah  pemi l i han  yang  mengak iba tkan  

se lu ruh  tahapan  pemi l i han  umum 

t i dak  dapat  d i l aksanakan  (v ide  

Pasal  229  ayat  (1 )  Undang  – Undang 

Nomor  10  Tahun  2008)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

2.3 .4 . Sesua i  azas  cont ra r i u s  actus ,  

penetapan  par ta i  pol i t i k  peser ta  

pemi l i han  umum  tahun  2009  yang  

mengandung  keke l i r u an  pada  

pr ins i pnya  dapat  d ipe rba i k i  

sepan jang  masih  da lam masa ( jadua l  
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waktu )  tahapan  pemi l i han  umum dan 

belum  memasuki  tahapan  pemi l i han  

umum  ber i ku tnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

2.4 . Bahwa  oleh  karena  i t u ,  sura t  KPU  yang  

di j ad i kan  objek  sengketa  merupakan  satu  

kesatuan  atau  te rmasuk  dalam  kategor i  

keputusan  pelaksanaan  pemi l i han  umum 

mengenai  has i l  pemi l i han  umum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.5 . Bahwa berdasarkan  keten tuan  Pasal  2 huru f  9 

Undang  – Undang  Nomor  5 Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  

te l ah  diubah  dengan  Undang – Undang Nomor  9 

Tahun  2004  yang  pada  pokoknya  menyatakan ,  

keputusan  pan i t i a  pemi l i han ,  ba ik  di  Pusat  

maupun  di  daerah  mengenai  has i l  pemi l i han  

umum,  t i dak  te rmasuk  dalam  penger t i an  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  menuru t  undang  

–  undang  in i ,  maka  Sura t  KPU  Nomor  :  

2502/15 /V I I I / 2 008  tangga l  8  Agustus  2008  

t i dak  dapat  d i j ad i kan  objek  sengketa  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.6 . Bahwa  karena  dasar /a l a san  gugatan  yang  

dia jukan  Penggugat  merupakan  sebaga ian  dar i  

26

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal aman 18 dar i  83 hal aman.  Put usan Nomor  :  140/ G/ 2008/ PTUN- J KT

se lu ruh  proses  ten tang  Pemi l i han  Umum 

Anggota  DPR,  DPD,  DPRD Prov ins i ,  dan  DPRD 

Kabupaten /Ko ta ,  maka  gugatan  yang  dia j ukan  

Penggugat  ke  PTUN merupakan  gugatan  yang  

te l ah  melanggar  kewenangan  abso lu te  

mengadi l i ,  sebaga imana  je l as  dia tu r  da lam 

Pasal  2  huru f  g  Undang  –  Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  dan  Undang  –  Undang  Nomor  9  Tahun  

2004 ten tang  Perubahan  atas  Undang – Undang  

Nomor  5 Tahun 1986.  Hal  te rsebu t  d ipe r j e l a s  

da lam  buku  Usaha  memahami  Undang  –  Undang 

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  Buku  I  

Beracara  di  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

karangan  Ind roha r t o ,  SH. ,  Halaman  227  yang  

berbuny i  :  “Dapat  d ipe rk i r a kan  bahwa ak iba t  

negat i f  akan  sangat  luas  ka lau  keputusan  

pan i t i a  pemi l i han  umum baik  di  pusat  maupun 

di  daerah  mengenai  has i l  pemi l i han  umum i t u  

dimungk inkan  diganggugugat  dimuka  

pengad i l an  ta ta  usaha  negara  in i ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Dar i  ura ian  alasan  – alasan  hukum di  atas ,  maka 

je l as  bahwa  PTUN bukan  lembaga  yang  berwenang  

memer iksa  dan  memutus  perkara  aquo,  dengan  

demik ian  PTUN waj i b  menolak  gugatan  Penggugat  
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atas  sengketa  aquo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. GUGATAN AQUO KURANG PIHAK  TERGUGAT (PLURIUM 

LIT IS  CONSORTIUM) 

3.1 . Bahwa  gugatan  Penggugat  pada  in t i n ya  

mempermasa lahkan  beberapa  keb i j a kan  KPU 

Prov ins i  yang  merug ikan  Par ta i  Demokras i  

Kebangsaan  Bersa tu  in  casu  Penggugat  (v ide  

gugatan  aquo pada but i r  8)  ;  - - - - - - - - -

3.2 . Bahwa  keten tuan  Pasa l  22  Pera tu ran  KPU 

Nomor  12  Tahun  2008  ten tang  Pedoman Tekns i  

Tata  Cara  Penel i t i a n ,  Ver i f i k a s i ,  dan  

Penetapan  Par ta i  Pol i t i k  Menjad i  Peser ta  

Pemi l i han  Umum Anggota  Dewan  Perwak i l an  

Rakyat ,  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah  

Prov ins i ,  dan  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  

Daerah,  ver i f i k a s i  fak tua l  te rhadap  ca lon  

par ta i  pol i t i k  peser ta  pemi l i han  umum 

mel ipu t i  pene l i t i a n  dan  pengecekan  

kebenaran  data  mengena i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. jumlah  dan  susunan  

kepengurusan  par ta i  po l i t i k  

d i  t i ngka t  prov ins i  

berdasarkan  sura t  keputusan  

28

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal aman 19 dar i  83 hal aman.  Put usan Nomor  :  140/ G/ 2008/ PTUN- J KT

pimpinan  par ta i  po l i t i k  

t i ngka t  pusat  mengena i  

pengesahan  susunan  pengurus  

par ta i  pol i t i k  t i ngka t  

prov ins i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . jumlah  dan  susunan  

kepengurusan  par ta i  po l i t i k  

d i  t i ngka t  kabupaten /ko ta  

berdasarkan  sura t  keputusan  

pimpinan  par ta i  po l i t i k  

t i ngka t  pusat  mengena i  

pengesahan  susunan  pengurus  

par ta i  pol i t i k  t i ngka t  

kabupaten / ko ta  pa l i ng  

sed ik i t  d i  2/3  (dua  

per t i ga )  jumlah  

kabupaten / ko ta  yang  di  

prov ins i  yang  bersangku tan ,  

apab i l a  da lam  perh i t ungan  

jumlah  kabupaten / ko ta  yang  

dika l i k an  2/3  (dua  per t i ga )  

te rdapa t  angka  pecahan  

dia tas  0,5  maka  dibu la t kan  

ke  atas ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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d. sura t  pernya taan  

kete rwak i l a n  perempuan  pada  

kepengurusan  par ta i  po l i t i k  

t i ngka t  pusat  pa l i ng  

sed ik i t  30% ( t i ga  puluh  per  

sera tus )  yang  

di tanda tangan i  o leh  

pimpinan  par ta i  po l i t i k  

t i ngka t  pusat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. jumlah  anggota  par ta i  

po l i t i k  sekurang  – 

kurangnya  1.000  (se r i bu )  

orang  atau  1/1 .000  (sa tu  

per  ser i bu )  dar i  jumlah  

penduduk  pada  set i ap  

kepengurusan  par ta i  po l i t i k  

d i  kabupaten /ko ta ,  

berdasarkan  lampi ran  daf ta r  

nama  anggota  dan  fo tocopy  

kar tu  tanda  anggota  par ta i  

po l i t i k  yang  masih  

ber l aku ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

f . domis i l i  kanto r  te tap  dan 

alamat  te tap  ser ta  dokumen 
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pendukung  yang  sah  (v i de  

Pasal  22  Pera tu ran  KPU 

Nomor  12  Tahun  2008)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

3.3 . Bahwa  sesua i  keten tuan  Pasa l  23  ayat  (1 )  

Pera tu ran  KPU  Nomor  12  Tahun  2008,  

ver i f i k a s i  fak tua l  d i t i n gka t  Prov ins i  yang  

berka i t an  dengan  persyara tan  :  i .  

kepengurusan  par ta i  po l i t i k ;  dan  i i .  

Keberadaan  kanto r  (domis i l i  kanto r  dan 

dokumen pendukung  yang  sah) ,  d i l akukan  o leh  

KPU  Prov ins i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.4 . Bahwa  sesua i  keten tuan  Pasa l  24  ayat  (1 )  

Pera tu ran  KPU  Nomor  12  Tahun  2008,  

ver i f i k a s i  fak tua l  d i t i n gka t  kabupaten /ko ta  

yang  berka i t an  dengan  persyara tan  :  i .  

pengurus  par ta i  po l i t i k  d i t i n gka t  

kabupaten / ko ta ;  i i . d ukungan  ( j umlah )  

anggota  par ta i  po l i t i k ;  dan i i i .  Keberadaan  

kanto r  mel ipu t i  domis i l i  dan  dokumen 

pendukung  yang  sah,  d i l akukan  oleh  KPU 

Kabupaten /Ko ta ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -
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3.5 . Bahwa  berdasarkan  keten tuan  Pasal  23  ayat  

(1 )  dan  Pasa l  24  ayat  (1 )  Pera tu ran  KPU 

Nomor  12  Tahun  2008,  Penggugat  in  casu  KPU 

te l ah  mendelegas i kan  kewenangan  pelaksanaan  

ver i f i k a s i  fak tua l  persyara tan  per ta i  

po l i t i k  untuk  menjad i  peser ta  pemi l i han  

umum tahun  2009  di t i n gka t  Prov ins i  dan  

Kabupaten /Ko ta  masing  –  masing  kepada  KPU 

Prov ins i  dan KPU Kabupaten /Ko ta  ; - -

3.6 . Bahwa  dengan  adanya  pende legas ian  

kewenangan  dar i  Tergugat  ( i n  casu  KPU)  

kepada  KPU  Kabupaten /Ko ta ,  maka 

tanggung jawab  pe laksanaan  ver i f i k a s i  

fak tua l  ca lon  par ta i  po l i t i k  peser ta  

pemi l i han  umum  tahun  2009  in i  casu  

Penggugat  bera l i h  menjad i  tanggung jawab  KPU 

Prov ins i  yang  mener ima  pende legas ian  

kewenangan ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

3.7 . Bahwa  dengan  demik ian ,  permasa lahan  KPU 

Kabupaten /Ko ta  yang  t i dak  melakukan  

ver i f i k a s i  fak tua l  te rhadap  Penggugat  in  

casu  Par ta i  Demokraswi  Kebangsaan  Bersa tu  

ada lah  tanggung jawab  KPU Prov ins i  dan  KPU 

Kabupaten /Ko ta  yang  bersangku tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - -
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3.8 . Bahwa  berdasarkan  pende legas ian  kewenangan  

te rsebu t  d ia tas ,  maka  dalam  gugatan  

Penggugat  yang  menjad i  p ihak  yang  harus  

di ta r i k  i ku t  sebaga i  Tergugat  adalah  KPU 

Prov ins i ,  atau  KPU  Kabupaten /Ko ta  yang  

dida l i l k an  merug ikan  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

3.9 . Bahwa  dar i  fak ta  hukum  yang  diu ra i kan  

dia tas ,  maka  gugatan  Penggugat  t i dak  

lengkap ,  karena  kurang  pihak  yang  di t a r i k  

sebaga i  Tergugat  (P lu r i um  l i t i s  

consor t i um) ,  seh ingga  gugatan  aquo  t i dak  

memenuhi  syara t  fo rma l  ;  - - - -

Berdasarkan  hal  te rsebu t ,  maka  gugatan  Penggugat  

harus  d inya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I . DALAM POKOK PERKARA

 
1. Bahwa  sega la  sesuatu  yang  te l ah  Terguga t  

ura i kan  dalam  ekseps i  te rsebu t  d ia tas ,  mohon 

dianggap  te lah  te rmuat  kembal i  dan  menjad i  

jawaban  da lam pokok  perkara  ;  - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  Tergugat  dengan  tegas  menolak  se lu ruh  

gugatan  Penggugat ,  kecua l i  yang  diaku i  secara  

tegas  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Hal aman 22 dar i  83 hal aman.  Put usan Nomor  :  140/ G/ 2008/ PTUN- J KT

3. Bahwa  Penggugat  mengajukan  gugatan  te rhadap  

Sura t  KPU Nomor  :  2502/15 /V I I I / 2 008 ,  tangga l  8 

Agustus  2008  per iha l  Hasi l  Ver i f i k a s i  Par ta i  

Pol i t i k  Peser ta  Tahun 2009 (T  -  ….. ) - - - - - -

4. Bahwa Sura t  Tergugat  te rsebu t  in  l i t i s  adalah  

sura t  yang  te lah  di te r b i t k an  sesua i  dengan  

keten tuan  perundang  –  undangan  yang  ber laku ,  

ba ik  ten tang  kewenangan  maupun  prosedur  dan 

subtans i  yang  dia tu r  da lam pera tu ran  perundang  

– undangan  ;

5. Bahwa sesua i  keten tuan  Pasal  8 ayat  (1 )  Undang  

–  Undang  Nomor  10  Tahun  2008,  par ta i  po l i t i k  

dapat  menjad i  peser ta  pemi lu  sete lah  memenuhi  

persyara tan  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. bers ta tus  badan  hukum sesua i  

dengan  Undang  –  Undang 

ten tang  Par ta i  

Pol i t i k ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

b. memi l i k i  kepengurusan  di  2/3  

(dua  per t i ga )  jumlah  

prov ins i ; -

c . memi l i k i  kepengurusan  di  2/3  

(dua  per t i ga )  jumlah  
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kabupaten /ko ta  d i  prov ins i  

yang  

bersangku tan ; - - - - - - - - - - - - - - -

- -

d. menyer takan  sekurang  – 

kurangnya  30%  ( t i ga  puluh  

persera tus )  kete rwak i l an  

perempuan  pada  kepengurusan  

par ta i  po l i t i k  t i ngka t  

pusat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. memi l i k i  anggota  sekurang  – 

kurangnya  1.000  (se r i bu )  

orang  atau  1/1 .000  (sa tu  

perser i bu )  dar i  jumlah  

Penduduk  pada  set i ap  

kepengurusan  par ta i  po l i t i k  

sebaga imana  dimaksud  pada  

huru f  b  dan  huru f  c  yang  

dibuk t i k an  dengan  

kepemi l i k an  kar tu  tanda  

anggota ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

f . mempunya i  kanto r  te tap  untuk  

kepengurusan  sebaga imana  

pada  huru f  b  dan  huru f  c ;  

dan 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Hal aman 23 dar i  83 hal aman.  Put usan Nomor  :  140/ G/ 2008/ PTUN- J KT

- - - - - - - - - - -

g. mengajukan  nama  dan  tanda  

gambar  par ta i  po l i t i k  kepada  

KPU  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Oleh  karena  i t u ,  sesua i  semangat  dan  j iwa  

keten tuan  Pasal  8  ayat  (1 )  huru f  b,  huru f  c,  

huru f  e,  dan  huru f  f  Undang  – Undang  Nomor  10  

Tahun 2008 jo .  Pasal  22 Pera tu ran  KPU Nomor  12 

Tahun  2008,  Penggugat  untuk  dapat  d i t e t apkan  

memenuhi  persyara tan  di  1  (sa tu )  Prov ins i ,  

d iha ruskan  memenuhi  persyara tan  ( l o l o s  

ver i f i k a s i  fak tua l )  d i  t i ngka t  Prov ins i  dan  

memenuhi  persyara tan  ( l o l o s  ver i f i k a s i  

fak tua l )  pa l i ng  sed ik i t  d i  2/3  (dua  per t i ga )  

jumlah  kabupaten / ko ta  da lam  wi layah  Prov ins i  

yang  bersangku tan  secara  akumula t i f  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Contoh  :  

- Prov ins i  X,  d imana  

jumlah  

kabupaten /ko tanya  

ada  6  (enam)  

kabupaten /ko ta  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

- 2/3  (dua  per t i ga )  

dar i  jumlah  

kabupaten /ko ta  di  

Prov ins i  X  =  4 

kabupaten /ko ta  (  2/3  

x  6  kabupaten /ko ta  = 

4 )  ;  - - - - - - - - - - - - -

- Apabi l a  da lam 

perh i t ungan  jumlah  

kabupaten /ko ta  yang  

dika l i k an  2/3  (dua  

per t i ga )  te rdapa t  

angka  pecahan  dia tas  

0,5  maka  dibu la t kan  

ke  atas  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Penggugat  dapat  

d i t e t apkan  memenuhi  

persyara tan  di  

Prov ins i  X,  j i k a  

te lah  memenuhi  

persyara tan  ( l o l o s  

ver i f i k a s i  fak tua l )  

d i  t i ngka t  Prov ins i  

Disclaimer
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dan  memenuhi  

persyara tan  ( l o l o s  

ver i f i k a s i  fak tua l )  

pa l i ng  sed ik i t  d i  4 

(empat )  

kabupaten /ko ta  secara  

akumula t i f  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

6. Bahwa  ver i f i k a s i  te rhadap  ke lengkapan  dan  

kebenaran  persyara tan  par ta i  po l i t i k  menjad i  

peser ta  pemi lu  te r sebu t ,  d i l akukan  Tergugat  

berdasarkan  keten tuan  Pasa l  16 ayat  (1 )  Undang  

–  Undang  Nomor  10  Tahun  2008  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“KPU melakukan  ver i f i k a s i  te rhadap  ke lengkapan  

dan  kebenaran  persyara tan  sebaga imana  dimaksud  

dalam  Pasa l  15” .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa berdasarkan  keten tuan  Pasal  16  ayat  (3 )  

Undang  – Undang  Nomor  10  Tahun  2008  yang  pada  

pokoknya  menyatakan  keten tuan  leb ih  lan ju t  

mengenai  pe laksanaan  ver i f i k a s i  d ia tu r  dengan  

Pera tu ran  KPU,  maka  Tergugat  menetapkan  

Pera tu ran  KPU Nomor  12  Tahun  2008  ten tang  

Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  Penel i t i a n ,  
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Ver i f i k a s i ,  dan  Penetapan  Par ta i  Pol i t i k  

Menjad i  Peser ta  Pemi lu  Anggota  DPR,  DPRD 

Prov ins i  dan DPRD Kabupaten /Ko ta  Tahun 2009 (T  

- ….. )  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa  da l i l  gugatan  Penggugat  pada  but i r  5 

ada lah  benar ,  akan  te tap i  dengan  lu l us  

ver i f i k a s i  admin is t r a t i f  Penggugat  di  31 ( t i ga  

puluh  satu )  Prov ins i ,  t i dak  dengan  send i r i n ya  

(o tomat i s )  Penggugat  menjad i  Peser ta  Pemi lu  

Tahun  2009  sebab  Prov ins i  yang  lu l us  

admin is t r a t i f  d iha ruskan  juga  lu l us  ver i f i k a s i  

fak tua l  d i  t i ngka t  Prov ins i  dan  di  t i ngka t  

Kabupaten /Ko ta ,  d i  pa l i ng  sed ik i t  2/3  jumlah  

Prov ins i  ya i t u  sekurang  – kurangnya  di  22 (dua  

puluh  dua)  prov ins i .  - - - - - - - - - - -

9. Bahwa pelaksanaan  ver i f i k a s i  admin is t r a t i f  dan  

ver i f i k a s i  fak tua l  d idasarkan  pada  keten tuan  

Pasa l  19  Pera tu ran  KPU Nomor  12  Tahun  2008  

yang  berbuny i  :  “Pene l i t i a n  pemenuhan  syara t  

par ta i  pol i t i k  menjad i  ca lon  peser ta  Pemi lu  

Anggota  DPR,  DPRD  Prov ins i ,  dan  DPRD 

Kabupaten /Ko ta  Tahun  2009  mel ipu t i  pene l i t i a n  

admin is t r a t i f  dan  ver i f i k a s i  fak tua l ” .  

- - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Dalam Pasa l  1 angka  7 dan  angka  8 Pera tu ran  KPU 

te rsebu t  d i j e l a s kan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 1)  

Penel i t i a n  

admin is t r a t

i f  

berkenaan  

dengan 

persyara tan  

par ta i  

po l i t i k  

menjad i  

peser ta  

pemi lu  

ada lah  

pemer iksaan  

te rhadap  

bukt i  

te r t u l i s  

yang  

berka i t an  

era t  dengan  

keabsahan  

pemenuhan 

persyara tan  

par ta i  

40
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pol i t i k  

menjad i  

peser ta  

Pemi lu  

secara  

admin is t r a t

i f  ;  

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - -

- 8)

Ver i f i k a s i  

fak tua l  

berkenaan  

dengan 

persyara tan  

par ta i  

po l i t i k  

menjad i  

peser ta  

Pemi lu  

ada lah  

pemer iksaan  

dan 

pencocokan  

te rhadap  

kebenaran  

Disclaimer
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bukt i  

te r t u l i s  

yang  

berka i t an  

era t  dengan  

keabsahan  

pemenuhan 

persyara tan  

par ta i  

po l i t i k  

menjad i  

peser ta  

Pemi lu  

secara  

fak tua l  ;  

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

10. Bahwa  pada  Pasal  22  Pera tu ran  KPU Nomor  12 

Tahun  2008  d ia tu r  ver i f i k a s i  fak tua l  mel ipu t i  

pene l i t i a n  dan  pengecekan  kebenaran  data  

mengenai  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. jumlah  dan  susunan  kepengurusan  par ta i  
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pol i t i k  d i  t i ngka t  prov ins i  berdasarkan  

sura t  keputusan  kep impinan  par ta i  po l i t i k  

t i ngka t  pusat  mengenai  pengesahan  susunan  

pengurus  par ta i  po l i t i k  t i ngka t  prov ins i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. jumlah  dan  susunan  kepengurusan  par ta i  

po l i t i k  d i  t i ngka t  kabupaten /ko ta  

berdasarkan  sura t  keputusan  pimpinan  par ta i  

po l i t i k  t i ngka t  pusat  mengena i  pengesahan  

susunan  pengurus  par ta i  po l i t i k  t i ngka t  

kabupaten /ko ta  pa l i ng  sed ik i t  d i  2/3  (dua  

per t i ga )  jumlah  kabupaten /ko ta  di  prov ins i  

yang  bersangku tan ,  apab i l a  da lam 

perh i t ungan  jumlah  kabupaten /ko ta  yang  

dika l i k an  2/3  (dua  per t i ga )  te rdapa t  angka  

pecahan  dia tas  0,5  maka dibu la t kan  ke  atas :  

- - - - - - - - -

c. sura t  pernya taan  kete rwak i l an  perempuan  

pada  kepengurusan  par ta i  po l i t i k  t i ngka t  

pusat  pa l i ng  sed ik i t  30%  ( t i ga  pu luh  

persera tus )  yang  di tanda tangan i  o leh  

pimpinan  par ta i  po l i t i k  t i ngka t  pusat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. jumlah  anggota  par ta i  po l i t i k  sekurang  – 

kurangnya  1.000  (se r i bu )  orang  atau  1/1000  

(sa tu  perser i bu )  dar i  jumlah  penduduk  pada  

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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set i ap  kepengurusan  par ta i  po l i t i k  d i  

kabupaten /ko ta ,  berdasarkan  lampi ran  daf ta r  

nama  anggota  dan  fo tokopy  kar tu  tanda  

anggota  par ta i  po l i t i k  yang  masih  ber laku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

e. domis i l i  kanto r  te tap  dan  alamat  te tap  

ser ta  dokumen  pendukung  yang  sah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

10.1 Bahwa  pelaksanaan  ver i f i k a s i  fac tua l  d i  

t i ngka t  Prov ins i ,  sesua i  keten tuan  Pasal  

23  ayat  (1 )  dan  ayat  (2 )  Pera tu ran  KPU 

Nomor  12  Tahun  2008 d i l akukan  oleh  KPU 

Prov ins i ,  mel ipu t i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-  Kepengurusan ,  yakn i  :  Ketua ,  

Sekre ta r i s ,  dan Bendahara ;  dan 

-  Keberadaan  kanto r .  

Hasi l  ver i f i k a s i  fac tua l  d i  t i ngka t  

Prov ins i  d ibua t  da lam  Ber i t a  Acara  KPU 

Prov ins i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Pasa l  23  ayat  (1 )  dan  ayat  (4 )  Pera tu ran  

KPU  te rsebu t  mengatur  :  

44
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 ) Pelaksanaan  ver i f i k a s i  fac tua l  

sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  22 

huru f  a,  dan huru f  e di l akukan  o leh  KPU 

Prov ins i ,  yang  bersangku tan . - - - - - -

4) Hasi l  ver i f i k a s i  sebaga imana  dimaksud  

pada  ayat  (1 )  d ibua t  da lam  Ber i t a  

Acara . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

10.2 Bahwa  pelaksanaan  ver i f i k a s i  fac tua l  d i  

t i ngka t  kabupaten / ko ta ,  sesua i  keten tuan  

Pasa l  24  ayat  (1 )  dan  ayat  (6 )  Pera tu ran  

KPU Nomor  12 Tahun 2008 di l akukan  oleh  KPU 

Kabupaten /Ko ta ,  mel ipu t i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Kepengurusan ,  yakn i  :  Ketua ,  

Sekre ta r i s ,  dan  Bendahara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

-  Keberadaan  kanto r ;  dan 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Dukungan  anggota  par ta i  po l i t i k  d i  

kabupaten /ko ta  yang  bersangku tan .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

11 Pasa l  24  ayat  (1 )  dan  ayat  (6 )  Pera tu ran  KPU 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor  12  Tahun  2008:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 ) Pelaksa

naan 

ver i f i k a

s i  

fak tua l  

sebaga im

ana 

dimaksud  

dalam 

Pasa l  22 

huru f  b,  

huru f  d,  

dan 

huru f  e,  

d i l akuka

n  oleh  

KPU 

Kabupate

n/ko ta  

yang  

bersangk

utan  ;  

- - - - - - - -

- - - -

6) Hasi l  ver i f i k a s i  sebaga imana  dimaksud  pada  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal aman 28 dar i  83 hal aman.  Put usan Nomor  :  140/ G/ 2008/ PTUN- J KT

ayat  (1 )  d ibua t  Ber i t a  Acara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

12 Bahwa da l i l  gugatan  Penggugat  pada but i r  5 dan  

but i r  6  yang  pada  pokok  menyatakan  bahwa 

Tergugat  da lam  menyelenggarakan  ver i f i k a s i  

t i dak  mengiku t se r t akan  Bawaslu ,  Panwas lu  

Prov ins i ,  dan  Panwas lu  Kabupaten /Ko ta  yang  

mengak iba t kan  kerug ian  bagi  Penggugat  karena  

t i dak  te r l i n dung i  dar i   prak tek  keb i j a kan  KPU,  

KPU  Prov ins i ,  maupun  KPU  Kabupaten /Ko ta  

merupakan  da l i l  yang  ke l i r u ,  dengan  alasan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12.1  Bawaslu ,  Panwaslu  Prov ins i ,  dan 

Panwaslu  Kabupaten /Ko ta  adalah  badan  

pengawas pemi lu  di  lua r  s t ruk tu r  Tergugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

12.2  Bawaslu ,  Panwaslu  Prov ins i ,  dan  Panwaslu  

Kabupaten /Ko ta  dalam  melaksanakan  

kewenangan  pengawasan  bers i f a t  otonom,  

seh ingga  dalam  mengawasi  ver i f i k a s i  

fak tua l  se lu ruhnya  di  serahkan  kepada  

komi tmen  badan  pengawas  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12.3  Seharusnya  Penggugat  melaporkan  ke  

Bawaslu ,  j i ka  Tergugat  karena  kesenga jaan  

atau  ke la l a i an  mengak iba tkan  kerug ian  

Penggugat  agar  d i t i ndak l an j u t i  o leh  

Tergugat  (v ide  Pasal  18  ayat  (2 )  dan  ayat  

(3 )  Undang – Undang Nomor  10 Tahun 2008)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

13 Bahwa  pada  Pasal  28  Pera tu ran  KPU Nomor  12 

Tahun  2008  d ia tu r  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) Par ta i  po l i t i k  yang  memenuhi  persyara tan  

sebaga imana  dimaksud  dalam  Pera tu ran  in i ,  

d i t e t apkan  menjad i  par ta i  po l i t i k  peser ta  

pemi lu  Anggota  DPR,  DPRD Prov ins i ,  dan  

DPRD Kabupaten /Ko ta  Tahun  2009,  dengan  

Keputusan  KPU  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
2) Par ta i  po l i t i k  yang  t i dak  memenuhi  

persyara tan  sebaga imana  dimaksud  dalam 

Pera tu ran  in i  t i dak  di te t apkan  menjad i  

Par ta i  Pol i t i k  Peser ta  Pemi lu  Anggota  DPR,  

DPRD Prov ins i ,  dan  DPRD Kabupaten /Ko ta  

Tahun 2009,  dan kepada  par ta i  po l i t i k  yang  

bersangku tan  d isampaikan  pember i t ahuan  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal aman 29 dar i  83 hal aman.  Put usan Nomor  :  140/ G/ 2008/ PTUN- J KT

dise r t a i  a lasannya  ;  - - - - - - - - - - -

Mendasarkan  kepada  Pera tu ran  KPU  te rsebu t ,  

maka has i l  ver i f i k a s i  fac tua l  t i dak  dibe r i kan  

kepada  par ta i  po l i t i k  yang  di te t apkan  sebaga i  

Peser ta  Pemi lu  Tahun 2009  dengan  Keputusan  KPU 

Nomor  149/SK/KPU/Tahun  2008.  Demik ian  juga ,  

kepada  Tergugat  yang  t i dak  d i t e t apkan  sebaga i  

Peser ta  Pemi lu  Tahun  2009,  has i l  ver i f i k a s i  

fac tua l  t i dak  dibe r i k an  te tap i  hanya  

pember i t ahuan  dengan  alasan  –  alasan .  Oleh  

karena  i t u ,  Sura t  KPU  yang  menjad i  ob jek  

sengketa  te l ah  sesua i  dengan  keten tuan  

te rsebu t  d ia tas .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14 Bahwa  Terguga t  menolak  secara  tegas  dal i l  

gugatan  Penggugat  pada  but i r  11  yang  pada  

pokok  menyatakan ,  Penggugat  merasa  di rug i kan  

oleh  Sura t  Tergugat  karena  didasarkan  atas  

proses  ver i f i k a s i  yang  t i dak  sesua i  atau  

ber ten tangan  dengan  Undang  –  Undang  Nomor  10 

Tahun  2008,  khususnya  Pasa l  18  dan  melanggar  

Asas  – asas  Umum Pemer in tah  Yang Baik  (AAUPB),  

sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  53  ayat  (2 )  

huru f  a  dan  b  Undang  –  Undang  Nomor  9  Tahun  

2004  ten tang  Perubahan  atau  Undang  –  Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  dengan  alasan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal aman 30 dar i  83 hal aman.  Put usan Nomor  :  140/ G/ 2008/ PTUN- J KT

- - - -

14.1  Penggugat  t i dak  menunjukkan  bentuk  – 

bentuk  pelanggaran  yang  di l akukan  oleh  

Tergugat  secara  r i i l ; - - - - -

14.2  Terhadap  keten tuan  Pasa l  18  ayat  (1 )  

Undang  –  Undang  Nomor  10  Tahun  2008  yang  

mengatu r  kewenangan  Bawaslu ,  Panwaslu  

Prov ins i ,  dan  Panwas lu  Kabupaten /Ko ta  

dalam  pengawasan  pelaksanaan  ver i f i k a s i  

par ta i  pol i t i k  ca lon  peser ta  pemi lu ,  

Tergugat  t i dak  melanggar  karena  Tergugat  

t i dak  mengambi l  dan  melanggar ,  dan 

mengabaikan  kewenangan  badan  –  badan  

pengawasan  te rsebu t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14.3  Penggugat  t i dak  menyebutkan  atau  

menerangkan  perbua tan  -  perbua tan  Tergugat  

yang  melanggar  atau  unsur  azas  – azas  umum 

ta ta  pemer in tahan  yang  ba ik  (AAUPB),  

Penggugat  hanya  mendal i l k an  be laka ,  

Tergugat  melanggar  asas  kepas t i an  hukum 

(bu t i r  14  gugatan  aquo)  tanpa  mer inc i  

bentuk  perbua tan ,  tempat ,  dan  waktunya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

14.4  Penggugat  t i dak  menje laskan  keb i j a kan  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal aman 31 dar i  83 hal aman.  Put usan Nomor  :  140/ G/ 2008/ PTUN- J KT
Tergugat  yang  merug ikan  

Penggugat . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

15 Bahwa  oleh  karena  i t u ,  menginga t  gugatan  

Penggugat  t i dak  didukung  o leh  alasan–  alasan  

yang  je l as  dan kabur ,  sudah  se layaknya  gugatan  

aquo  di to l a k  atau  set i dak–  t i daknya  t i dak  

dapat  d i  te r ima .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

16 Bahwa da l i l  gugatan  Penggugat  pada  but i r  15,  

but i r  16,  dan but i r  17 yang  in t i n ya  menyatakan  

Tergugat  melanggar  asas  kete rbukaan ,  asas  

te r t i b  penye lenggara  negara ,  asas  kepent i ngan  

umum,  dan  asas  pro fes i ona l i s  karena  Tergugat  

te r l ambat  member ikan  obyek  sengketa  te rsebu t  

kepada  Penggugat ,  t i dak  re levan  lag i  menginga t  

permin taan  Penggugat  in  casu  Sura t  

Pember i t ahuan  Hasi l  Ver i f i k a s i  Par ta i  

Demokras i  Kebangsaan  Bersa tu  te lah  te rpenuh i  

dan  di j ad i kan  objek  sengketa  dalam  perkara  

aquo.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17 Bahwa  Sura t  Tergugat  yang  menjad i  ob jek  

sengketa ,  khusus  but i r  4  huru f  a,  huru f  b,  

huru f  c ,  sampai  dengan  huru f  t  d i t e t apkan  

berdasarkan  Ber i t a  Acara  Hasi l  Ver i f i k a s i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Faktua l  d i  t i ngka t  Prov ins i ,  dan  d i  t i ngka t  

Kabupaten /Ko ta ,  sebaga imana  dia tu r  da lam Pasa l  

26  Pera tu ran  KPU Nomor  12  Tahun  2008  yang  

berbuny i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

“Ber i t a  Acara  sebaga imana  d imaksud  da lam Pasa l  

23 ayat  (4 )  dan Pasa l  24 ayat  (6 ) ,  d isampaikan  

kepada  KPU”.  - - - - - - - - - - - - - - - -

18 Bahwa  berdasarkan  bahan  /  data  dar i  KPU 

Prov ins i  dan  KPU  Kabupaten /Ko ta   yang  

di t uangkan  dalam Ber i t a  Acara  has i l  ver i f i k a s i  

fak tua l ,  Par ta i  Demokras i  Kebangsaan  Bersa tu  

in  casu  Penggugat  lu l us  ver i f i k a s i  fak tua l  

(memenuhi  syara t ,  hanya  di  11  (sebe las )  

prov ins i  dan  t i dak  lu l us  ver i f i k a s i  fak tua l  

( t i d ak  memenuhi  syara t )  d i  20  (dua  puluh)  

prov ins i ,  ya i t u  :  - - - - - -

18.1  Prov ins i  Sumatera  Utara

-  Tergugat  t i dak  memenuhi  syara t  ( t i dak  lu l us  

ver i f i k a s i  fac tua l )  d i  t i ngka t  Prov ins i .  

Oleh  karena  i t u  has i l  ver i f i k a s i  d i  t i ngka t  

kabupaten /ko ta  t i dak  

dipe rh i t ungkan . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
18.2  Prov ins i  Sumatera  Bara t

-  Dar i  14  kabupaten /ko ta  yang  memenuhi  syara t  
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Hal aman 32 dar i  83 hal aman.  Put usan Nomor  :  140/ G/ 2008/ PTUN- J KTadmin is t r a s i  untuk  d ive r i f i k a s i  fak tua l ,  

hanya  5 kabupaten /ko ta  yang  memenuhi  syara t  

dan  9  kabupaten /ko ta  yang  t i dak  memenuhi  

syara t  ya i t u  :  Kab.  Pesis i r  Sela tan ,  Kab.  

Solok ,  Kab.  Tanah  Datar ,  Kab.  Padang  

Par iaman,  Kab.  Agam,  Kab.  Kepulauan  

Mentawai ,  Kota  Solok ,  Kota  Padang  Panjang ,  

Kota  

Par iaman. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

-  Dengan  demik ian  Penggugat  t i dak  memenuhi  

syara t  pa l i ng  sed ik i t  d i  2/3  (dua  per t i ga )  

d i  Prov ins i  Sumatera  Bara t  (2 /3  x  19 

kabupaten /ko ta )  ya i t u  sekurang  –  kurangnya  

13 

kabupaten /ko ta . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.3  Prov ins i  Riau

- Dar i  9  kabupaten /ko ta  yang  memenuhi  syara t  

admin is t r a s i  untuk  d ive r i f i k a s i  fak tua l ,  

hanya  6 kabupaten /ko ta  yang  memenuhi  syara t  

dan  3  kabupaten /ko ta  yang  t i dak  memenuhi  

syara t  ya i t u  :  Kab.  Siak ,  Kab.  Ind rag i r i  

Hulu ,  dan  Kab.  

Kampar . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Dengan  demik ian  Penggugat  t i dak  memenuhi  

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Hal aman 33 dar i  83 hal aman.  Put usan Nomor  :  140/ G/ 2008/ PTUN- J KT
syara t  pa l i ng  sed ik i t  d i  2/3  (dua  per t i ga )  

d i  Prov ins i  Riau  (2 /3  x  11  kabupaten /ko ta )  

ya i t u  sekurang  –  kurangnya  7 

kabupaten /ko ta . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.4  Prov ins i  Jambi

- Dar i  7  kabupaten /ko ta  yang  memenuhi  syara t  

admin is t r a s i  untuk  d ive r i f i k a s i  fak tua l ,  

hanya  1 kabupaten /ko ta  yang  memenuhi  syara t  

dan  6  kabupaten /ko ta  yang  t i dak  memenuhi  

syara t  ya i t u  :  Kab.  Merang in ,  Kab.  

Batanghar i ,  Kab.  Muara  Jambi ,  Kab.  Bungo,  

Kab.  Jambi ,  dan  Kab.  

Soro langon . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Dengan  demik ian  Penggugat  t i dak  memenuhi  

syara t  pa l i ng  sed ik i t  d i  2/3  (dua  per t i ga )  

d i  Prov ins i  Jambi  (2 /3  x  10  kabupaten /ko ta )  

ya i t u  sekurang  –  kurangnya  7 

kabupaten /ko ta . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.5  Prov ins i  Sumatera  Sela tan

- Dar i  10  kabupaten /ko ta  yang  memenuhi  syara t  

admin is t r a s i  untuk  d ive r i f i k a s i  fak tua l ,  

hanya  5 kabupaten /ko ta  yang  memenuhi  syara t  

dan  5  kabupaten /ko ta  yang  t i dak  memenuhi  

54
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syara t  ya i t u  :  Kab.  Ogan  Komer ing  Ulu  

Timur ,  Kab.  Empat  Lawang,  Kab.  Ogan 

Komir i ng  I l i r ,  Kab.  Banyuas in  dan  Kota  

Pagar  

Alam. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Dengan  demik ian  Penggugat  t i dak  memenuhi  

syara t  pa l i ng  sed ik i t  d i  2/3  (dua  per t i ga )  

d i  Prov ins i  Sumatera  Sela tan  (2 /3  x  15  

kabupaten /ko ta )  ya i t u  sekurang  –  kurangnya  

10 

kabupaten /ko ta . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.6  Prov ins i  Bengku lu  

- Dar i  7  kabupaten /ko ta  yang  memenuhi  syara t  

admin is t r a s i  untuk  d ive r i f i k a s i  fak tua l ,  

hanya  5 kabupaten /ko ta  yang  memenuhi  syara t  

dan  2  kabupaten /ko ta  yang  t i dak  memenuhi  

syara t  ya i t u  :  Kab.  Seluma,  dan  Kab.  Muko – 

Muko. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Dengan  demik ian  Penggugat  t i dak  memenuhi  

syara t  pa l i ng  sed ik i t  d i  2/3  (dua  per t i ga )  

d i  Prov ins i  Bengku lu  (2 /3  x  9 

kabupaten /ko ta )  ya i t u  sekurang  –  kurangnya  

6 

kabupaten /ko ta . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Hal aman 34 dar i  83 hal aman.  Put usan Nomor  :  140/ G/ 2008/ PTUN- J KT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.7  Prov ins i  Jawa Bara t

- Dar i  19  kabupaten /ko ta  yang  memenuhi  syara t  

admin is t r a s i  untuk  d ive r i f i k a s i  fakc tua l ,  

hanya  8 kabupaten /ko ta  yang  memenuhi  syara t  

dan  11  kabupaten /ko ta  yang  t i dak  memenuhi  

syara t  ya i t u  :  Kab.  Cian ju r ,  Kab.  Garut ,  

Kab.  Subang,  Kab.  Karawang,  Kota  Bogor ,  

Kota  Sukabumi ,  Kota  Depok,  Kota  Cimahi ,  

Kab.  Bandung,  Kab.  Sumedang,  dan  Kab.  

Bandung  Bara t .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

-  Dengan  demik ian  Penggugat  t i dak  memenuhi  

syara t  pa l i ng  sed ik i t  d i  2/3  (dua  per t i ga )  

d i  Prov ins i  JawaBara t  (2 /3  x  26 

kabupaten /ko ta )  ya i t u  sekurang  –  kurangnya  

17  kabupaten / ko ta .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

18.8  Prov ins i  Jawa Tengah

- Dar i  24  kabupaten /ko ta  yang  memenuhi  syara t  

admin is t r a s i  untuk  d ive r i f i k a s i  fac tua l ,  

hanya  8 kabupaten /ko ta  yang  memenuhi  syara t  

dan  16  kabupaten /ko ta  yang  t i dak  memenuhi  

syara t  ya i t u  :  Kab.  Wonosobo,  Kab.  

56
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Hal aman 35 dar i  83 hal aman.  Put usan Nomor  :  140/ G/ 2008/ PTUN- J KT

Sukohar j o ,  Kab.  Grobogann,  Kab.  Blora ,  Kab.  

Kudus,  Kab.  Semarang,  Kab.  Kenda l ,  Kab.  

Tegal ,  Kota  Tegal ,  Kab.  Purwore jo ,  Kab.  

Jepara ,  Kab.  Temanggung,  Kota  Magelang ,  

Kota  Sala t i ga ,  Kota  Semarang,  dan  Kab.  

Rembang.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Dengan  demik ian  Penggugat  t i dak  memenuhi  

syara t  pa l i ng  sed ik i t  d i  2/3  (dua  per t i ga )  

d i  Prov ins i  Jawa  Tengah  (2 /3  x  35 

kabupaten /ko ta )  ya i t u  sekurang  –  kurangnya  

23 

kabupaten /ko ta . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.9  Prov ins i  Jawa Timur

- Dar i  25  kabupaten /ko ta  yang  memenuhi  syara t  

admin is t r a s i  untuk  d ive r i f i k a s i  fac tua l ,  

t i dak  ada yang  memenuhi  syara t . -  

-  25  kabupaten / ko ta  yang  t i dak  memenuhi  

syara t  te rsebu t ,  yakn i  :  Kab.  Trengga lek ,  

Kab.  Tulungagung,  Kab.  Bl i t a r ,  Kab.  Kedi r i ,  

Kab.  Malang,  Kab.  Lumajang ,  Kab.  Jember ,  

Kab.  Banyuwangi ,  Kab.  Bondowoso,  Kab.  

Probo l i nggo ,  Kab.  Pasuruan ,  Kab.  Sidoar j o ,  

Kab.  Mojoker t o ,  Kab.  Jombang,  Kab.  Nganjuk ,  

Kab.  Madiun ,  Kab.  Magetan ,  Kab.  Ngawi ,  Kab.  

Bojonegoro ,  Kab.  Tuban,  Kab.  Lamongan,  Kab.  

Gres ik ,  Kab.  Bangka lan ,  Kab.  Pamekasan  dan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Kab.  

Sumenep. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Dengan  demik ian  Penggugat  t i dak  memenuhi  

syara t  pa l i ng  sed ik i t  d i  2/3  (dua  per t i ga )  

d i  Prov ins i  Jawa  Timur  (2 /3  x  38 

kabupaten /ko ta )  ya i t u  sekurang  –  kurangnya  

25 

kabupaten /ko ta . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.10  Prov ins i  Bal i

- Dar i  6  kabupaten /ko ta  yang  memenuhi  syara t  

admin is t r a s i  untuk  d ive r i f i k a s i  fac tua l  

hanya  2 kabupaten /ko ta  yang  memenuhi  syara t  

dan  4  kabupaten /ko ta  yang  t i dak  memenuhi  

syara t  ya i t u  :  Kab.  Tabanan,  Kab.  Badung,  

Kab.  Karang  Asem,  dan  Kab.  

Bule leng . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Dengan  demik ian  Penggugat  t i dak  memenuhi  

syara t  pa l i ng  sed ik i t  d i  2/3  (dua  per t i ga )  

d i  Prov ins i  Bal i  (2 /3  x  9  kabupaten / ko ta )  

ya i t u  sekurang  –  kurangnya  6 

kabupaten /ko ta . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.11Prov ins i  Nusa Tenggara  Bara t

- Dar i  6  kabupaten /ko ta  yang  memenuhi  syara t  

58
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Hal aman 36 dar i  83 hal aman.  Put usan Nomor  :  140/ G/ 2008/ PTUN- J KT

admin is t r a s i  untuk  d ive r i f i k a s i  fak tua l  

t i dak  ada yang  memenuhi  syara t .  –

- 6 kabupaten / ko ta  yang  t i dak  memenuhi  syara t  

te rsebu t ,  yakn i  :  Kota  Mataram,  Kab.  Lombok 

Bara t ,  Kota  Bima,  Kab.  Bima,  Kab.  Lombok 

Tengah,  dan Kab.  Sumbawa Bara t . - - - -

-  Dengan  demik ian  Penggugat  t i dak  memenuhi  

syara t  pa l i ng  sed ik i t  d i  2/3  (dua  per t i ga )  

d i  Prov ins i  Nusa  Tenggara  Bara t  (2 /3  x  9 

kabupaten /ko ta )  ya i t u  sekurang  –  kurangnya  

6 

kabupaten /ko ta . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.12Prov ins i  Kal imantan  Tengah

- Dar i  13  kabupaten /ko ta  yang  memenuhi  syara t  

admin is t r a s i  untuk  d ive r i f i k a s i  fac tua l  

hanya  7 kabupaten /ko ta  yang  memenuhi  syara t  

dan  6  kabupaten /ko ta  yang  t i dak  memenuhi  

syara t  ya i t u  :  Kab.  Kotawar i ng i n  Timur ,  

Kab.  Bar i t o  Utara ,  Kab.  Bar i t o  Sela tan ,  

Kab.  Lamandau,  Kab.  Kotawar i ng i n  Bara t ,  dan 

Kab.  Seruyan . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Dengan  demik ian  Penggugat  t i dak  memenuhi  

syara t  pa l i ng  sed ik i t  d i  2/3  (dua  per t i ga )  

d i  Prov ins i  Kal imantan  Tengah  (2 /3  x  14  

kabupaten /ko ta )  ya i t u  sekurang  –  kurangnya  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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9 

kabupaten /ko ta . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.13Prov ins i  Kal imantan  Sela tan

- Dar i  13  kabupaten /ko ta  yang  memenuhi  syara t  

admin is t r a s i  untuk  d ive r i f i k a s i  fak tua l  

t i dak  ada yang  memenuhi  syara t . - -

- 13  kabupaten / ko ta  yang  t i dak  memenuhi  

syara t  te rsebu t ,  yakn i  :  Kab.  Tanah  Laut ,  

Kab.  Baru ,  Kab.  Banja r ,  Kab.  Bar i t o  Kuala ,  

Kab.  Tapin ,  Kab.  Hulu  Sungai  Sela tan ,  Kab.  

Hulu  Sunga i  Tengah,  Kab.  Hulu  Sungai  Utara ,  

Kab.  Tabalong ,  Kab.  Tanah  Bumbu,  Kab.  

Balangan ,  Kota  Banja rmas in ,  dan  Kota  Banja r  

Baru . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Dengan  demik ian  Penggugat  t i dak  memenuhi  

syara t  pa l i ng  sed ik i t  d i  2/3  (dua  per t i ga )  

d i  Prov ins i  Kal imantan  Sela tan  (2 /3  x  13  

kabupaten /ko ta )  ya i t u  sekurang  –  kurangnya  

9 

kabupaten /ko ta . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.14Prov ins i  Kal imantan  Timur

- Dar i  13  kabupaten /ko ta  yang  memenuhi  syara t  

admin is t r a s i  untuk  d ive r i f i k a s i  fac tua l  

hanya  7 kabupaten /ko ta  yang  memenuhi  syara t  

dan  6  kabupaten /ko ta  yang  t i dak  memenuhi  

60

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

syara t  ya i t u  :  Kab.  Paser ,  Kab.  Bulungan ,  

Kab.  Kuta i  Bara t ,  Kab.  Kuta i  Timur ,  Kab.  

Bal i kpapan ,  dan  Kab.  Kuta i  

Ker tanegara . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Dengan  demik ian  Penggugat  t i dak  memenuhi  

syara t  pa l i ng  sed ik i t  d i  2/3  (dua  per t i ga )  

d i  Prov ins i  Kal imantan  Timur  (2 /3  x  14  

kabupaten /ko ta )  ya i t u  sekurang  –  kurangnya  

9 

kabupaten /ko ta . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.15Prov ins i  Sulawes i  Utara

- Dar i  10  kabupaten /ko ta  yang  memenuhi  syara t  

admin is t r a s i  untuk  d ive r i f i k a s i  fac tua l  

hanya  8 kabupaten /ko ta  yang  memenuhi  syara t  

dan  2  kabupaten /ko ta  yang  t i dak  memenuhi  

syara t  ya i t u  :  Kab.  Kepulauan  Talaud ,  dan  

Kota  

Mobagu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Dengan  demik ian  Penggugat  t i dak  memenuhi  

syara t  pa l i ng  sed ik i t  d i  2/3  (dua  per t i ga )  

d i  Prov ins i  Sulawes i  Utara  (2 /3  x  13 

kabupaten /ko ta )  ya i t u  sekurang  –  kurangnya  

9 

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Hal aman 38 dar i  83 hal aman.  Put usan Nomor  :  140/ G/ 2008/ PTUN- J KT
kabupaten /ko ta . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 18.16Prov ins i  Sulawes i  Tengah

- Dar i  8  kabupaten /ko ta  yang  memenuhi  syara t  

admin is t r a s i  untuk  d ive r i f i k a s i  fac tua l  

hanya  5 kabupaten /ko ta  yang  memenuhi  syara t  

dan  3  kabupaten /ko ta  yang  t i dak  memenuhi  

syara t  ya i t u  :  Kab.  Tol i  –  Tol i ,  Kab.  Tojo  

Una  –  Una,  dan  Kab.  

Bangga i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

-  Dengan  demik ian  Penggugat  t i dak  memenuhi  

syara t  pa l i ng  sed ik i t  d i  2/3  (dua  per t i ga )  

d i  Prov ins i  Sulawes i  Tengah  (2 /3  x  10  

kabupaten /ko ta )  ya i t u  sekurang  –  kurangnya  

7 

kabupaten /ko ta . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.17Prov ins i  Sulawes i  Tenggara

- Dar i  9  kabupaten /ko ta  yang  memenuhi  syara t  

admin is t r a s i  untuk  d ive r i f i k a s i  fac tua l  

hanya  6 kabupaten /ko ta  yang  memenuhi  syara t  

dan  3  kabupaten /ko ta  yang  t i dak  memenuhi  

syara t  ya i t u  :  Kab.Buton ,  Kab.  Wakatob i ,  

dan  Kab.  Kolaka  

Utara . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Hal aman 39 dar i  83 hal aman.  Put usan Nomor  :  140/ G/ 2008/ PTUN- J KT- - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Dengan  demik ian  Penggugat  t i dak  

memenuhi  syara t  pa l i ng  sed ik i t  d i  2/3  (dua  

per t i ga )  d i  Prov ins i  Sulawes i  Tenggara  (2 /3  

x  12  kabupaten /ko ta )  ya i t u  sekurang  – 

kurangnya  8 

kabupaten /ko ta . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.18Prov ins i  Goronta lo

- Dar i  4  kabupaten /ko ta  yang  memenuhi  syara t  

admin is t r a s i  untuk  d ive r i f i k a s i  fac tua l  

hanya  1 kabupaten /ko ta  yang  memenuhi  syara t  

dan  3  kabupaten /ko ta  yang  t i dak  memenuhi  

syara t  ya i t u  :  Kab.  Bolemo,  Kab.  Bone 

Bolango ,  dan  Kab.  

Pahuwato . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Dengan  demik ian  Penggugat  t i dak  memenuhi  

syara t  pa l i ng  sed ik i t  d i  2/3  (dua  per t i ga )  

d i  Prov ins i  Goronta l o  (2 /3  x  6 

kabupaten /ko ta )  ya i t u  sekurang  –  kurangnya  

4 

kabupaten /ko ta . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.19Prov ins i  Sulawes i  Bara t

- Dar i  3  kabupaten /ko ta  yang  memenuhi  syara t  

Disclaimer
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admin is t r a s i  untuk  d ive r i f i k a s i  fac tua l  

hanya  2 kabupaten /ko ta  yang  memenuhi  syara t  

dan  1  kabupaten /ko ta  yang  t i dak  memenuhi  

syara t  ya i t u  :  Kab.  

Majene. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Dengan  demik ian  Penggugat  t i dak  memenuhi  

syara t  pa l i ng  sed ik i t  d i  2/3  (dua  per t i ga )  

d i  Prov ins i  Sulawes i  Bara t  (2 /3  x  5 

kabupaten /ko ta )  ya i t u  sekurang  –  kurangnya  

3 

kabupaten /ko ta . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.20Prov ins i  Maluku  Utara

-  Tergugat  t i dak  memenuhi  syara t  ( t i dak  

lu l us )  ver i f i k a s i  fac tua l  d i  t i ngka t  

Prov ins i .  Oleh  karena  i t u  has i l  ver i f i k a s i  

d i  t i ngka t  kabupaten /ko ta  t i dak  

dipe rh i t ungkan . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19 Bahwa dar i  fak ta  –  fak ta  te rsebu t  but i r  18.1  

sampai  dengan  18.20  te rnya ta  Penggugat  t i dak  

memenuhi  syara t  keten tuan  Pasa l  8  ayat  (1 )  

huru f  b,  huru f  c,  huru f  e,  dan  huru f  f  Undang  

–  Undang  Nomor  10  Tahun  2008.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20 Bahwa oleh  karena  i t u ,  Keputusan  Tergugat  yang  

menjad i  ob jek  sengketa  in  l i t i s  Keputusan  yang  

64
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Hal aman 40 dar i  83 hal aman.  Put usan Nomor  :  140/ G/ 2008/ PTUN- J KT

te lah  sesua i  dengan  kewenangan,  ser ta  prosedur  

dan  subtans i  yang  dia tu r  da lam  pera tu ran  

perundang  – 

undangan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

- Bahwa Keputusan  Terguga t  

d i t e rb i t k an  berdasarkan  

kewenangan  yang  d ia tu r  

da lam  Pasa l  8  ayat  (1 )  

huru f  g  Undang  –  Undang 

Nomor  22 Tahun 2008,  dan 

Pasa l  9  Undang  –  Undang 

Nomor  10  Tahun 

2008. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

- Bahwa Keputusan  Terguga t  

aquo te l ah  sesua i  dengan  

prosedur  yang  dia tu r  

da lam  Pera tu ran  KPU 

Nomor  12  Tahun  2008  

Pasa l  19,  Pasa l  22,  

Pasa l  23,  Pasa l  24,  dan 

Pasa l  28.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
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- Bahwa Keputusan  Terguga t  

aquo  didasarkan  has i l  

ver i f i k a s i  fak tua l  dar i  

KPU  Prov ins i ,  dan  KPU 

Kabupaten /Ko ta  yang  

te rcan tum  dalam  Ber i t a  

Acara  Hasi l  Ver i f i k a s i  

Faktua l  KPU Prov ins i  dan 

KPU Kabupaten /Ko ta . -

21 Bahwa Terguga t  menolak  secara  tegas  dal i l  

gugatan  Penggugat  pada  but i r  11  dan  but i r  18  

yang  pada  in t i n ya  menyatakan  Tergugat  da lam 

menerb i t kan  sura t  ob jek  sengketa  te l ah  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang-

undangan  dan  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  

baik ,  dengan  alasan  sebaga i  

ber i ku t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

21.1 Bahwa yang  menjad i  dasar  pengu j i an  hak im  

dalam Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  ada lah  

Pasa l  53  Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  

yang  te lah  diubah  dengan  Undang- Undang 

Nomor  9 Tahun  2004,  d imana  dalam ayat  (2 )  

d inya takan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Alasan- a lasan  yang  dapat  d igunakan  dalam 

gugatan  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  

66
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(1 ) ,  ada lah  : - - - - - - - - - - - - -

a. Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  yang  d iguga t  

i t u  ber ten tangan  

dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  

yang  

ber laku ; - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

b. Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  yang  d iguga t  

i t u  ber ten tangan  

dengan  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  

baik . - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21.2 Keputusan  KPU yang  menjad i  ob jek  gugatan  

in  l i t i s  ada lah  sura t  yang  di te r b i t k an  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan,  

yang  berka i t an  dengan  kewenangan,  

prosedur ,  dan substan t i f  sebaga imana  te lah  

diu ta rakan  di  

atas . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

21.3  Bahwa  pen je lasan  Pasal  53  ayat  (2 )  
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huru f  b  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yang  dimaksud  dengan  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  baik  ada lah  mel ipu t i  

asas  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Kepast i an  hukum;

- Ter t i b  

penye lenggaraan  

Negara ;

- Keterbukaan ;

- Propors i ona l i t a s ;

- Pro fes iona l i t a s ;

- Akuntab i l i t a s .

sebaga imana  dimaksud  dalam  Undang- Undang 

Nomor  28  Tahun  1999  ten tang  Penye lenggara  

Negara  Yang Bers ih  dan Bebas  dar i  Korups i ,  

Kolus i ,  dan Nepot i sme. - -

21.4 Bahwa  Terguga t  t i dak  melanggar  asas  

kepast i an  hukum,  karena  Tergugat  da lam 

mengeluarkan  sura t  aquo  te l ah  berdasarkan  

pada  pera tu ran  perundang- undangan,  

kepatu tan ,  dan 

kead i l an . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

21.5 Bahwa  Terguga t  t i dak  melanggar  asas  
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te r t i b  penye lenggara  Negara ,  karena  

Tergugat  menerb i t kan  sura t  aquo  sebaga i  

pe laksanaan  keten tuan  pera tu ran  perundang-

undnagan  yang  harus  di l akukan  Tergugat  

yang  merupakan  kewenangan  te r i k a t  sebaga i  

penye lenggara  Pemi lu  Anggota  DPR,  DPRD 

Prov ins i ,  dan  DPRD 

Kabupaten /Ko ta . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

21.6 Bahwa  Terguga t  t i dak  melanggar  asas  

akuntab i l i t a s ,  karena  Tergugat  menerb i t kan  

sura t  aquo  d idasarkan  pada  fak ta  yang  

obyek t i f  sebaga imana  te r t uang  da lam Ber i t a  

Acara  has i l  ver i f i k a s i  fak tua l  KPU 

Prov ins i  dan  KPU 

Kabupaten /Ko ta . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21.7 Bahwa  Terguga t  t i dak  melanggar  asas  

pro fes i ona l i t a s ,  karena  Tergugat  

menerb i t kan  sura t  aquo  didasarkan  pada  

kewenangan  yang  ber landaskan  kode  et i k  dan  

keten tuan  pera tu ran  perundang  –  undangan  

yang  ber laku .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21.8 Bahwa berdasarkan  dal i l - da l i l  te rsebu t  d i  

Disclaimer
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atas ,  maka  je l as  bahwa  Tergugat  t i dak  

melanggar  pera tu ran  perundang- undangan  dan  

asas- asas  umum  pemer in tahan  yang  

baik . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Berdasarkan  ura ian  dan  dasar  hukum dalam  jawaban  

Tergugat ,  ba ik  da lam  ekseps i  maupun  dalam  pokok  

perkara ,  mohon  k i ranya  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  memer iksa  dan  

mengadi l i  perkara  in i  dapat  member i  

putusan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI

1. Mener ima  Ekseps i  

Tergugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  

dapat  d i te r ima  untuk  

se lu ruhnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

3. Membebankan  biaya  perkara  kepada  

Penggugat . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  Sura t  Komis i  Pemi l i han  Umum 
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Nomor  :  2502/15 /V I I I / 2 008 ,  tangga l  8 

Agustus  2008  per iha l  Hasi l  Ver i f i k a s i  

Par ta i  Pol i t i k  Peser ta  Pemi lu  Tahun 

2009  sah  menuru t  hukum.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Membebankan  biaya  perkara  kepada  

Penggugat . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  atas  Jawaban  Tergugat ,  p ihak  Penggugat  

te lah  mengajukan  Repl i knya  pada tangga l  29 Oktober  2008 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  atas  Repl i k  Penggugat  te rsebu t ,  p ihak  

Tergugat  te l ah  mengajukan  Dupl i k  pada  tangga l  5 Nopember  

2008 ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  gugatannya  

pihak  Penggugat  te l ah  mengajukan  ala t  bukt i  te r t u l i s  

berupa  fo to  copy  sura t - sura t  yang  dimate ra i kan  dengan  

cukup  dan  te l ah  dicocokkan  dengan  as l i nya  dibe r i  tanda  P 

–  1  sampai  dengan  P  –  13  adalah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P – 1 : Sura t  Terguga t  Nomor:  2502/15 /V I I I / 2 008  

te r t angga l  8  Agustus  2008,  per iha l  Hasi l  

Ver i f i k a s i  Par ta i  Pol i t i k  Peser ta  Pemi lu  Tahun  

2009.  (sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
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P – 2 : Sura t  Keputusan  KPU Nomor:  208/SK/KPU/Tahun  2008  

te r t angga l  16  Agustus  2008,  ten tang  Perubahan  

Keputusan  KPU  Nomor:  149/SK/KPU/Tahun  2008.  

(sesua i  dengan fo to  copy)  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

P – 3 : Kut ipan  Ber i t a  ten tang  Par ta i  Pol i t i k  yang  lu l us  

da lam  ver i f i k a s i  KPU,  yang  dike lua r kan  pada  

tangga l  30 Mei  2008,  d i  mana Penggugat  dinya takan  

lu l us  di  31  ( t i ga  puluh  satu )  Prov ins i  dar i  22 

(dua  puluh  dua)  yang  dipe rsya ra t kan .  (sesua i  

dengan fo to  copy)  ;  - -

P – 4 : Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Daerah  

(KPUD)  Prov ins i  Sumatera  Utara  ten tang  lu l usnya  

Penggugat  da lam  Ver i f i k a s i  Faktua l  d i  t i ngka t  

Prov ins i  Sumatera  Utara  beser ta  Ber i t a  Acaranya .  

(sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P – 5 : Sura t  Kete rangan  Domis i l i  ten tang  keberadaan  

Kanto r  Dewan  Pengurus  Daerah  Par ta i  Demokras i  

Kebangsaan  Bersa tu  (DPD PDKB)  Prov ins i  Sumatera  

Utara  yang  d ike lua r kan  pada  tangga l  17  Maret  

2008.  (sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P – 6 : Sura t  Keputusan  Dewan  Pengurus  Pusat  Par ta i  

Demokras i  Kebangsaan  Bersa tu  (DPP  PDKB)  Nomor:  

012/DPP- PDKB/SK- DPD/SUMUT/I I I . 0 8  te r t angga l  12 

Maret  2008  per iha l  Susunan  dan  Persona l i a  Dewan 

72
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Pengurus  Daerah  Par ta i  Demokras i  Kebangsaan  

Bersa tu  (DPD  PDKB)  Prov ins i  Sumatera  Utara .  

(sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

P – 7 : Sura t  DPP  PDKB  Nomor:  093/DPP- PDKB/SB/VI I . 08  

te r t angga l  1  Ju l i  2008  per iha l  Laporan  

Ver i f i k a s i .  (sesua i  dengan fo to  copy)  ;  - - - -

P – 8 : Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor:  12  Tahun  

2008  te r t angga l  4  Apr i l  2008,  ten tang  Pedoman 

Tekn is  Tata  Cara  Penel i t i a n ,  Ver i f i k a s i ,  dan  

Penetapan  Par ta i  Pol i t i k  Menjad i  Peser ta  

Pemi l i han  Umum Anggota  Dewan  Perwak i l an  Rakyat ,  

Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Prov ins i ,  dan  

Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kabupaten /Ko ta  

Tahun 2009.  (sesua i  dengan fo to  copy)  ;  -

P – 9 : Sura t  Keputusan  Terguga t  Nomor:  149/SK/KPU/Tahun  

2008  te r t angga l  9 Ju l i  2007  per iha l  Penetapan  dan  

Pengund ian  Nomor  Urut  Par ta i  Pol i t i k  Peser ta  

Pemi l i han  Umum Tahun  2009.  (sesua i  dengan  fo to  

copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

P – 10 : Sura t  DPP  PDKB  Nomor:  093.DPP- PDKB/SB/VI I . 08  

te r t angga l  18  Ju l i  2008  per iha l  Permohonan  Hasi l  

Ver i f i k a s i  Faktua l  PDKB.  (sesua i  dengan  fo to  
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copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

P – 11 : Sura t  DPP  PDKB  Nomor:  099/DPP- PDKB/SB/VI I I . 0 8  

te r t angga l  27  Agustus  2008  per i ha l  Bantahan  dan  

Tuntu tan  PDKB.  (sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

P – 12 : Ber i t a  Acara  Nomor:  270- 2931/KPU- SU ten tang  Hasi l  

Ver i f i k a s i  Faktua l  Par ta i  Pol i t i k  Peser ta  Pemi lu  

Tahun  2009  yang  d ibua t  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Prov ins i  Sumatera  Utara  (KPUD Sumut)  berdasarkan  

rekap i t u l a s i  ver i f i k a s i  dar i  masing- masing  KPUD 

Kabupaten /Ko ta  se-  Sumatera  Utara ,  pada  tangga l  

Dua  bulan  Ju l i  Tahun  Dua Ribu  Delapan  (2   Ju l i  

2008) .  (sesua i  dengan  fo to  copy) ;

P – 13 : Sura t  KPUD Sumatera  Utara  Nomor:  210- 2948/KPU- SU 

te r t angga l  4  Ju l i  2008  per iha l  Hasi l  Ver i f i k a s i  

Faktua l  Par ta i  Pol i t i k ,  beser ta  lampi rannya .  

(sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa pihak  Tergugat  te lah  mengajukan  ala t  bukt i  

te r t u l i s  berupa  fo to  copy  sura t - sura t  yang  bermate ra i kan  
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cukup  dan te l ah  dicocokkan  dengan  as l i nya  dibe r i  tanda  T–

1  sampai  dengan  T–113  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 1 : Undang  –  Undang  Nomor  22  Tahun  2007  ten tang  

Penye lenggara  Pemi l i han  Umum.  (sesua i  dengan  

fo to  copy)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
T – 2 : Undang  –  Undang  Nomor  10  Tahun  2008  ten tang  

Penye lenggara  Pemi l i han  Umum.  (sesua i  dengan  

fo to  copy)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 3 : Pera tu ran  KPU  Nomor  20  Tahun  2008  ten tang  

Perubahan  Pera tu ran  KPU Nomor  09  Tahun  2008  

ten tang  Tahapan,  Program  dan  Jadua l  

Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum Anggota  DPR,  DPD,  

DPRD Tahun  2009.  (sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

- - - - - - -

T – 4 : Sura t  KPU Nomor  :  2502/15 /V I I I / 2 008 ,  tangga l  8 

Agustus  2008  ten tang  Hasi l  Ver i f i k a s i  Par ta i  

Demokras i  Kebangsaaan  Bersa tu .  (sesua i  dengan  

fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

T – 5 : Pera tu ran  KPU  Nomor  12  Tahun  2008  ten tang  

Pedoman Tekn is  Tata  Cara  Penel i t i a n ,  Ver i f i k a s i ,  

dan  Penetapan  Par ta i  Pol i t i k  menjad i  Peser ta  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75
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Pemi l i han  Umum Anggota  DPR,  DPRD Prov ins i ,  dan  

DPRD Kabupaten /Ko ta  Tahun  2009.  (sesua i  dengan  

fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 6.a : Prov ins i  Sumatera  Utara  

Sura t  KPU Nomor  :  1652.1 /15 /V I / 2008 ,  tangga l  9 

Jun i  2008 ten tang  Jumlah  dan nama par ta i  po l i t i k  

yang  memenuhi  syara t  admin is t r a s i  d i  t i ngka t  

Prov ins i  dan  Kabupaten /Ko ta  untuk  dive r i f i k a s i  

fak tua l .  (sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 7 : Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Prov ins i  

Sumatera  Utara ,  tangga l  11  Jun i  2008  dan  

lampi ran .  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 8 : Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Par ta i  

Pol i t i k  Tingka t  Kab.  Pesis i r  Sela tan ,  tangga l  23  

Jun i  dan  lampi ran .  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 8.a : Sumatera  Bara t

Sura t  KPU Nomor  :  1652.1 /15 /V I / 2008 ,  tangga l  9 

Jun i  2008 ten tang  Jumlah  dan nama par ta i  po l i t i k  

yang  memenuhi  syara t  admin is t r a s i  d i  t i ngka t  

Prov ins i  dan  Kabupaten /Ko ta  untuk  dive r i f i k a s i  
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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fak tua l .  (sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 9 : - Ber i t a  Acara  No  :  42/KPU/Kab- Slk /V I - 2008,  

tangga l  23  Jun i  2008  dan  lampi ran .  (sesua i  

dengan as l i )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l ,  tangga l  18  

Jun i  2008  di  Kab.  Solok .  (sesua i  dengan  fo to  

copy)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 10 : - Sura t  KPU Kab.  Tanah  Datar  No :  308/KPU- TD/VI -

2008,  tangga l  24  Jun i  2008  dan  lampi ran .  

(sesua i  dengan as l i )  ;  - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Par ta i  

Pol i t i k  Tingka t  Kab.  Tanah  Datar ,  tangga l  24 

Jun i  2008  dan  lampi ran .  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 11 : - Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  No  :  04/KPU-

PP/VI /2008 ,  tangga l  21  Jun i  2008  dan  lampi ran .  

(sesua i  dengan fo to  copy)  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Par ta i  

Pol i t i k  Tingka t  Kab.  Padang  Par iaman,  No  :  

05/KPU- PP/VI - 2008,  tangga l  17  Jun i  2008  dan  

tangga l  16  Jun i  2008.  (sesua i  dengan  fo to  

copy) ;

T – 12 : Ber i t a  Acara  Kabupaten  Agam No :  34/KPU- AG/VI -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77
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2008,  tangga l  24 Jun i  2008 dan lampi ran .  (sesua i  

dengan fo to  copy)  ;  - - - - - - - - - - - - -

T – 13 : Lampi ran  Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Par ta i  

Pol i t i k  Kab.  Kepulauan  Mentawai ,  tangga l  21 Jun i  

2008.  (sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 14 : - Ber i t a  Acara  Kota  Solok  No :  13/PLN/KPU- SLK/VI -

2008,  tangga l  23  Jun i  2008.  (Sesua i  dengan  

as l i )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Par ta i  

Pol i t i k  Tingka t  Kab/Kota ,  tangga l  23  Jun i  2008  

dan  lampi ran .  (Sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 15 : - Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Par ta i  

Pol i t i k  Tingka t  Kota  Padang Panjang ,  tangga l  24  

Jun i  2008  dan  lampi ran .  (Sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

- Lembaran  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Par ta i  

Pol i t i k  Tingka t  Kota  Padang Panjang ,  tangga l  24  

Jun i  2008  dan  lampi ran .  (Sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idHal aman 49 dar i  83 hal aman.  Put usan Nomor  :  140/ G/ 2008/ PTUN- J KT

T – 16 : Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Parpo l  

Tingka t  Kab.  Siak ,  tangga l  24  Jun i  2008  dan  

lampi ran .  (Sesua i  dengan as l i )  ;  - -

T – 16.a : PROVINSI  RIAU

Surat  KPU Nomor  :  1652.1 /15 /V I / 2008 ,  tangga l  9 

Jun i  2008 ten tang  Jumlah  dan nama par ta i  po l i t i k  

yang  memenuhi  syara t  admin is t r a s i  d i  t i ngka t  

Prov ins i  dan  Kabupaten /Ko ta  untuk  dive r i f i k a s i  

fak tua l .  (sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 17 : Ber i t a  Acara  Kab.  Ind rag i r i  Hulu  

No.01 /KPU/NHU/Pok ja /BA  /V I / 2008 ,  tangga l  21  s/d  

22  Jun i  2008  dan  lampi ran  Ber i t a  Acara .  (sesua i  

dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

T – 18 : Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Kab.  Kampar  No.  

51/BA/KPU- KPR/VI /2008 ,  tangga l  28  Jun i  2008  dan  

lampi ran .  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 20 : Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Parpo l  

Tingka t  Kab.  Batanghar i ,  tangga l  25  Jun i  2008.  

(Sesua i  dengan fo to  copy)  ;  - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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T – 20.a : PROVINSI  JAMBI

Sura t  KPU Nomor  :  1652.1 /15 /V I / 2008 ,  tangga l  9 

Jun i  2008 ten tang  Jumlah  dan nama par ta i  po l i t i k  

yang  memenuhi  syara t  admin is t r a s i  d i  t i ngka t  

Prov ins i  dan  Kabupaten /Ko ta  untuk  dive r i f i k a s i  

fak tua l .  (Sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 21 : - Ber i t a  Acara  tangga l  24 Jun i  2008 ten tang  Pleno  

KPU Kab.  Muara  Jambi  Penetapan  Hasi l  Ver i f i k a s i  

Faktua l  Parpo l  dan  Lampi ran .  (sesua i  dengan  

as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
- Ber i t a  Acara  Faktua l  Pengurus  Parpo l  Tingka t  

Kab.  Muara  Jambi ,  tangga l  24  Jun i  2008  dan  

lampi ran  Model  F8- Parpo l .  (sesua i  dengan  

as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

T – 22 : Ber i t a  Acara  Kab.  Bungo  No.  123/BGO/VI /2008 ,  

tangga l  25 Jun i  2008,  ten tang  Ver i f i k a s i  fak tua l  

parpo l  d i  Kab.  Bungo.  (sesua i  dengan  fo to  

copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

T – 23 : Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Parpo l  

Tingka t  Kota  Jambi  No  :  270/271 /KPU.K-

80

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 80
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Hal aman 50 dar i  83 hal aman.  Put usan Nomor  :  140/ G/ 2008/ PTUN- J KT

JBI /V I / 2008 .  (sesua i  dengan as l i )  ;  - - - -

T – 24 : - Ber i t a  Acara  No :  270/12 /KPU- SRL/2008 ,  tangga l  

27  Jun i  2008.  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Parpo l  

Tingka t  Kab.  Sora langon ,  tangga l  24  Jun i  2008  

dan  lampi ran .  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 25 : - Ber i t a  Acara  Kab.  Ogan Komer ing   Ulu  Timur  No :  

270/62 .C /BA/KPU- OT/2008,  tangga l  21  Jun i  2008,  

ten tang  Penentuan  Jadwal  Ver i f i k a s i  Faktua l  

Parpo l .  (sesua i  dengan  as l l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Parpo l  

Tingka t  Kab/Kota ,  tangga l  25 Jun i  2008.  (sesua i  

dengan as l i )  ;  - - - - - - - - - - - -

T – 25.a : PROVINSI  SUMATERA SELATAN

Surat  KPU Nomor  :  1652.1 /15 /V I / 2008 ,  tangga l  9 

Jun i  2008 ten tang  Jumlah  dan nama par ta i  po l i t i k  

yang  memenuhi  syara t  admin is t r a s i  d i  t i ngka t  

Prov ins i  dan  Kabupaten /Ko ta  untuk  dive r i f i k a s i  

fak tua l .  (sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 81
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Hal aman 51 dar i  83 hal aman.  Put usan Nomor  :  140/ G/ 2008/ PTUN- J KT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 26 : Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Parpo l  

Tingka t  Kab.  Empat  Lawang,  No  :  22/BA/KPU-

LT/EL/2008 ,  tangga l  28 Jun i  2008.  (sesua i  dengan  

as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

T – 27 : Ber i t a  Acara  No :  270/490 /KPU.BA/2008 ,  tangga l  

26  Jun i  2008,  ten tang  Penetapan  Parpo l  Peser ta  

Pemi lu  Tahun 2009 Kab.  Banyuas in .  (sesua i  dengan  

as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 28 : Ber i t a  Acara  Kota  Pagar  Alam  No  :  02/KPU-

KPA/2008,  tangga l  25  Jun i  2008.  (sesua i  dengan  

as l i )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 29 : - Ber i t a  Acara  No :  07/BA/KPU- KS/VI /2008 ,  tangga l  

20 Jun i  2008,  ten tang  Ver i f i k a s i  Faktua l  Parpo l  

Calon  Peser ta  Pemi lu  2009  Kab.  Seluma  dan  

lampi ran .  (sesua i  dengan as l i )  ;  - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Parpo l  

Tingka t  Kab,  tangga l  15 Jun i  2008,  dan lampi ran  

model  F8- Parpo l .  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 29.a : PROVINSI  BENGKULU

82

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 82
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat  KPU Nomor  :  1652.1 /15 /V I / 2008 ,  tangga l  9 

Jun i  2008 ten tang  Jumlah  dan nama par ta i  po l i t i k  

yang  memenuhi  syara t  admin is t r a s i  d i  t i ngka t  

Prov ins i  dan  Kabupaten /Ko ta  untuk  dive r i f i k a s i  

fak tua l .  (sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 30 : - Ber i t a  Acara  ten tang  Rapat  Pleno  Penetapan  

Hasi l  Ver i f i k a s i  Admin is t r a s i  dan  Faktua l  

Parpo l  Kab.  Muko –  muko,  tangga l  25  Jun i  2008  

dan  lampi ran .  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  Faktua l  Pengurus  Parpo l  Tingka t  

Kab/Kota ,  tangga l  21  Jun i  2008  dan  lampi ran  

Model  F8- Parpo l .  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 31 : - Sura t  KPU Kab.  Cian ju r  No :  270/217 /KPU/2008,  

tangga l  25  Jun i  2008,  ten tang  Pember i t ahuan .  

(sesua i  dengan as l i )  ;  - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  No :  04/V I /KPU/2008 ,  ten tang  Rapat  

Pleno  Hasi l  Ver i f i k a s i  Faktua l  Calon  Peser ta  

Pemi lu  DPR,  DPD,  DPRD Prov ins i ,  dan  DPRD 

Kabupaten  di  Kab.  Cian ju r ,  tangga l  25  Jun i  

2008.  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 83
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal aman 52 dar i  83 hal aman.  Put usan Nomor  :  140/ G/ 2008/ PTUN- J KT

T – 31.a : PROVINSI  JAWA BARAT

Surat  KPU Nomor  :  1652.1 /15 /V I / 2008 ,  tangga l  9 

Jun i  2008 ten tang  Jumlah  dan nama par ta i  po l i t i k  

yang  memenuhi  syara t  admin is t r a s i  d i  t i ngka t  

Prov ins i  dan  Kabupaten /Ko ta  untuk  dive r i f i k a s i  

fak tua l .  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 32 : - Ber i t a  Acara  No :  210/357 /BA/KPU- SBG/VI /2008 ,  

Ver i f i k a s i  Faktua l  Parpo l  Calon  Peser ta  Pemi lu  

2009  Tingka t  Kab.  Subang,  tangga l  7 Jun i  2008.  

(sesua i  dengan fo to  copy)  ;  - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  No :  210/348 /BA/KPU- SBG/VI /2008 ,  

ten tang  Ver i f i k a s i  Faktua l  Parpo l  Calon  Peser ta  

Pemi lu  2009  Tingka t  Kab.  Subang,  tangga l  27 

Jun i  2008.  (sesua i  dengan  fo to  copy)  ;

T – 33 : - Sura t  KPU  Kab.  Karawang  No  :  283/222 /KPU 

ten tang  Penyampaian  Ber i t a  Acara  Hasi l  

Ver i f i k a s i  Faktua l  Parpo l  d i  Kab.  Karawang,  

tangga l  27  Jun i  2008.  ( (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - -

- Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Parpo l  

Tingka t  Kab.  Karawang,  tangga l  24  Jun i  2008.  

(sesua i  dengan as l i )  ;  - - - - - - - - - - -

T – 34 : - Ber i t a  Acara  No :  09/BA/KPU- D/VI /2008 ,  ten tang  

84

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 84
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal aman 53 dar i  83 hal aman.  Put usan Nomor  :  140/ G/ 2008/ PTUN- J KT

Hasi l  Ver i f i k a s i  Admin is t r a s i  dan  Faktua l  

Parpo l  menjad i  Peser ta  Pemi lu  2009  dan  

Lampi ran .  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Parpo l  

Tingka t  Kota  Depok,  tangga l  20  Jun i  2008  dan  

lampi ran .  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 35 : - Ber i t a  Acara  No  :  BA/11/KPU- CMI/V I / 2008 ,  

tangga l  24  Jun i  2008,  ten tang  Hasi l  Ver i f i k a s i  

Faktua l  Parpo l  Calon  Peser ta  Pemi lu  Tahun  2009  

di  wi layah  Ker ja  KPU Kota  Cimahi  dan  lampi ran .  

(sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Parpo l  

Tingka t  Kota  Cimahi ,  tangga l  24  Jun i  2008.  

(sesua i  dengan as l i )  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

T – 36 : - Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  Penetapan  Hasi l  

Ver i f i k a s i  Faktua l  Parpo l  Tingka t  Kab.  Bandung,  

tangga l  28  Jun i  2008.  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Rekapi t u l a s i  has i l  ver i f i k a s i  parpo l  d i  

Kab.Bandung,  tangga l  28  Jun i  2008.  (sesua i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 85
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal aman 54 dar i  83 hal aman.  Put usan Nomor  :  140/ G/ 2008/ PTUN- J KT

dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Parpo l  

Tingka t  Kab.  Bandung,  tg l  28  Jun i  2008  dan  

Lampi ran .  (sesua i  dengan as l i ) ; -

T – 37 : Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Parpo l  

Tingka t  Kab.  Sumedang,  tangga l  25  Jun i  dan 

Lampi ran .  (sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 38 : - Ber i t a  Acara  Pleno  Penetapan  Hasi l  Ver i f i k a s i  

Faktua l  Parpo l  Tingka t  Kab.  Bandung  Bara t ,  

tangga l  28  Jun i  2008.  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Rekapi t u l a s i  has i l  ver i f i k a s i  parpo l  d i  Kab.  

Bandung  Bara t ,  tangga l  28  Jun i  2008.  (sesua i  

dengan as l i )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Parpo l  

Tingka t  Kab.  Bandung Bara t ,  tangga l  28 Jun i  dan  

lampi ran .  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 39 : - Ber i t a  Acara  No :  270/BA/305 /V I / 2008 ,  tangga l  

24 Jun i  2008,  ten tang  Ver i f i k a s i  Faktua l  Par ta i  

86

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 86
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demokras i  Kebangsaan  Bersa tu  dan  lampi ran .  

(sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  Hasi l  Ver i f i k a s i  Faktua l  Par ta i  

Demokras i  Kebangsaan  Bersa tu  Kota  Sukabumi  

Tahun  2008,  tangga l  23  Jun i  2008.  (sesua i  

dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 40 : - Sura t  KPU Wonosobo  No :  1551/KPU- WSB/VI /2008 ,  

tangga l  26  Jun i  2008  ten tang  Hasi l  Ver i f i k a s i  

Faktua l .  (sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  No :  488/BA/KPU- WSB/2008,  tangga l  

25  Jun i  2008  ten tang  Hasi l  Ver i f i k a s i  Faktua l  

Kab.  Wonosobo dan lampi ran .  (sesua i  dengan  fo to  

copy)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 40.a : PROVINSI  JAWA TENGAH

Surat  KPU Nomor  :  1652.1 /15 /V I / 2008 ,  tangga l  9 

Jun i  2008 ten tang  Jumlah  dan nama par ta i  po l i t i k  

yang  memenuhi  syara t  admin is t r a s i  d i  t i ngka t  

Prov ins i  dan  Kabupaten /Ko ta  untuk  dive r i f i k a s i  

fak tua l .  (sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 41 : - Sura t  KPU No :  259.B /KPU SKH/VI /2008 ,  tangga l  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 87
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28  Jun i  2008,  ten tang  Ber i t a  Acara  Hasi l  

Ver i f i k a s i  Faktua l  Parpo l  Tingka t  Kab.  

Sukohar j o  dan  lampi ran .  (sesua i  dengan  

as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  KPU Kab.  Sukohar j o ,  No 

:  259A/KPU- SKH/VI /2008 ,  tangga l  28  Jun i  2008  

dan  lampi ran .  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

- Lembar  ver i f i k a s i  fak tua l  pengurus  parpo l  

t i ngka t  Kab.  Sukohar j o .  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

T – 42 : - Sura t  KPU  Grobogan  No  :  270/143 /V I / 2008 ,  

tangga l  28  Jun i  2008,  ten tang  Hasi l  Ver i f i k a s i  

Faktua l  Parpo l  d i  Kab.  Grobogan

- Ber i t a  Acara  No  :  30/BA/VI / 2008 ,  tangga l  25 

Jun i  2008  dan  lampi ran .  (sesua i  dengan  fo to  

copy)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 43 : Ber i t a  Acara  No :  68/BA/KPU- BLA/VI /2008 ,  tangga l  

25  Jun i  2008,  ten tang  Ver i f i k a s i  Faktua l  

Pengurus  Parpo l  Tingka t  Kab.  Blora  dan lampi ran .  

(sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 44 : Ber i t a  Acara  No  :  10/KPU/08,  tangga l  25  Jun i  

2008,  ten tang  Penetapan  Hasi l  Ver i f i k a s i  Faktua l  

88

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Parpo l  Peser ta  Pemi lu  Tahun  2009  Tingka t  Kab.  

Kudus  dan  lampi ran .  (sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 45 : - Kabupaten  Semarang

Sura t  KPU Prov ins i  Jateng  No :  892/A /V I / 2008 ,  

tangga l  28  Jun i  2008  ten tang  Hasi l  Ver i f i k a s i  

Faktua l  Parpo l  Calon  Peser ta  Pemi lu  2009  di  

Tingka t  Kab/Kota  dan  lampi ran .  (sesua i  dengan  

fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  No  :  42/BA/VI / 2008 ,  tangga l  25 

Jun i  2008,  ten tang  Rekap i t u l a s i  Hasi l  

Ver i f i k a s i  Faktua l  Parpo l  Calon  Peser ta  Pemi lu  

Tahun  2009  d i  Prov ins i  Jateng .  (sesua i  dengan  

fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 46 : Ber i t a  Acara  No :  270/348 /2008 ,  tangga l  28  Jun i  

2008  ten tang  Ver i f i k a s i  Faktua l  Parpo l  Kab.  

Tegal .  (sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  -

T – 47 : Ber i t a  Acara  No :  720/232 /BA/V I / 2008 ,  tangga l  24  

Jun i  2008,  ten tang  Hasi l  Ver i f i k a s i  Faktua l  

Pengurus  Parpo l  Tingka t  Kota  Tega l  dan lampi ran .  

(sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 89
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 48 : - Kabupaten  Purwore jo

Sura t  KPU Prov ins i  Jateng  No :  892/A /V I / 2008 ,  

tangga l  28  Jun i  2008  ten tang  Hasi l  Ver i f i k a s i  

Faktua l  Parpo l  Calon  Peser ta  Pemi lu  2009  di  

Tingka t  Kab/Kota  dan  lampi ran .  (sesua i  dengan  

as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  No  :  42/BA/VI / 2008 ,  tangga l  25 

Jun i  2008,  ten tang  Rekap i t u l a s i  Hasi l  

Ver i f i k a s i  Faktua l  Parpo l  Calon  Peser ta  Pemi lu  

Tahun  2009  d i  Prov ins i  Jateng .  (sesua i  dengan  

as l i )  ;  - - -

T – 49 : - Kabupaten  Jepara

Sura t  KPU Prov ins i  Jateng  No :  892/A /V I / 2008 ,  

tangga l  28  Jun i  2008  ten tang  Hasi l  Ver i f i k a s i  

Faktua l  Parpo l  Calon  Peser ta  Pemi lu  2009  di  

Tingka t  Kab/Kota  dan  lampi ran .  (sesua i  dengan  

as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  No  :  42/BA/VI / 2008 ,  tangga l  25 

Jun i  2008,  ten tang  Rekap i t u l a s i  Hasi l  

Ver i f i k a s i  Faktua l  Parpo l  Calon  Peser ta  Pemi lu  

Tahun  2009  d i  Prov ins i  Jateng .  (sesua i  dengan  

90
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Hal aman 57 dar i  83 hal aman.  Put usan Nomor  :  140/ G/ 2008/ PTUN- J KT

as l i )  ;  - - -

T – 50 : - Kabupaten  Temanggung

Sura t  KPU Prov ins i  Jateng  No :  892/A /V I / 2008 ,  

tangga l  28  Jun i  2008  ten tang  Hasi l  Ver i f i k a s i  

Faktua l  Parpo l  Calon  Peser ta  Pemi lu  2009  di  

Tingka t  Kab/Kota  dan  lampi ran .  (sesua i  dengan  

as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  No  :  42/BA/VI / 2008 ,  tangga l  25 

Jun i  2008,  ten tang  Rekap i t u l a s i  Hasi l  

Ver i f i k a s i  Faktua l  Parpo l  Calon  Peser ta  Pemi lu  

Tahun  2009  d i  Prov ins i  Jateng .  (sesua i  dengan  

as l i )  ;  - - -

T – 51 : - Kota  Magelang

Sura t  KPU Prov ins i  Jateng  No :  892/A /V I / 2008 ,  

tangga l  28  Jun i  2008  ten tang  Hasi l  Ver i f i k a s i  

Faktua l  Parpo l  Calon  Peser ta  Pemi lu  2009  di  

Tingka t  Kab/Kota  dan  lampi ran .  (sesua i  dengan  

as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  No  :  42/BA/VI / 2008 ,  tangga l  25 

Jun i  2008,  ten tang  Rekap i t u l a s i  Hasi l  

Ver i f i k a s i  Faktua l  Parpo l  Calon  Peser ta  Pemi lu  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Tahun  2009  d i  Prov ins i  Jateng .  (sesua i  dengan  

as l i )  ;  - - -

T – 52 : - Kota  Sala t i ga

Sura t  KPU Prov ins i  Jateng  No :  892/A /V I / 2008 ,  

tangga l  28  Jun i  2008  ten tang  Hasi l  Ver i f i k a s i  

Faktua l  Parpo l  Calon  Peser ta  Pemi lu  2009  di  

Tingka t  Kab/Kota  dan  lampi ran .  (sesua i  dengan  

as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  No  :  42/BA/VI / 2008 ,  tangga l  25 

Jun i  2008,  ten tang  Rekap i t u l a s i  Hasi l  

Ver i f i k a s i  Faktua l  Parpo l  Calon  Peser ta  Pemi lu  

Tahun  2009  d i  Prov ins i  Jateng .  (sesua i  dengan  

as l i )  ;  - - -

T – 53 : - Kota  Semarang

Sura t  KPU Prov ins i  Jateng  No :  892/A /V I / 2008 ,  

tangga l  28  Jun i  2008  ten tang  Hasi l  Ver i f i k a s i  

Faktua l  Parpo l  Calon  Peser ta  Pemi lu  2009  di  

Tingka t  Kab/Kota  dan  lampi ran .  (sesua i  dengan  

as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  No  :  42/BA/VI / 2008 ,  tangga l  25 

Jun i  2008,  ten tang  Rekap i t u l a s i  Hasi l  

Ver i f i k a s i  Faktua l  Parpo l  Calon  Peser ta  Pemi lu  

92
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Hal aman 58 dar i  83 hal aman.  Put usan Nomor  :  140/ G/ 2008/ PTUN- J KT

Tahun  2009  d i  Prov ins i  Jateng .  (sesua i  dengan  

as l i )  ;  - - -

T – 54 : - Kab.  Rembang

Sura t  KPU Prov ins i  Jateng  No :  892/A /V I / 2008 ,  

tangga l  28  Jun i  2008  ten tang  Hasi l  Ver i f i k a s i  

Faktua l  Parpo l  Calon  Peser ta  Pemi lu  2009  di  

Tingka t  Kab/Kota  dan  lampi ran .  (sesua i  dengan  

as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  No  :  42/BA/VI / 2008 ,  tangga l  25 

Jun i  2008,  ten tang  Rekap i t u l a s i  Hasi l  

Ver i f i k a s i  Faktua l  Parpo l  Calon  Peser ta  Pemi lu  

Tahun  2009  d i  Prov ins i  Jateng .  (sesua i  dengan  

as l i )  ;  - - -

T – 55 : - Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  Penetapan  Hasi l  

Ver i f i k a s i  Faktua l  Par ta i  Pol i t i k  Di  Kab.  

Trengga lek ,  tangga l  23  Jun i  2008.  (sesua i  

dengan  fax )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Ver i f i k a s i  Faktua l  

Par ta i  Pol i t i k  Tingka t  Kabupaten ,  tangga l  23  

Jun i  dan lampi ran .  (sesua i  dengan  fax )  ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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T – 55.a : PROVINSI  JAWA TIMUR

Surat  KPU Nomor  :  1652.1 /15 /V I / 2008 ,  tangga l  9 

Jun i  2008 ten tang  Jumlah  dan nama par ta i  po l i t i k  

yang  memenuhi  syara t  admin is t r a s i  d i  t i ngka t  

Prov ins i  dan  Kabupaten /Ko ta  untuk  dive r i f i k a s i  

fak tua l .  (sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 56 : - Sura t  KPU  Kab.  Tulungagung  No  :  

250/KPU.03 /V I / 2008 ,  tangga l  25  Jun i  2008  

ten tang  Penyampaian  Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  

Parpo l .  (sesua i  dengan  fax )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Parpo l  

Tingka t  Kab/Kota ,  No.  22/KPU/BA/VI / 2008 ,  

tangga l  25  Jun i  2008.  (sesua i  dengan  fax )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

T – 57 : - Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  KTA  Parpo l  

Tingka t  Kab.  Bl i t a r ,  tangga l  27  Jun i  2008.  

(sesua i  dengan  fax )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Parpo l  

Tingka t  Kab/Kota ,  tangga l  19  Jun i  2008  dan  

lampi ran .  (sesua i  dengan  fax )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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T – 58 : Lembaran  Ver i f i k a s i  Faktua l  Par ta i  Pol i t i k  

Tingka t  Kab.  Kedi r i .  (sesua i  dengan  fax )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

T – 59 : Sura t  KPU  Kab.  Malang  No:  

270/274 /88 .07 /KPU/VI / 2008 ,  tangga l  28  Jun i  2008  

dan  lampi ran .  (sesua i  dengan  fax )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 60 : - Rekapi t u l a s i  Hasi l  Ver i f i k a s i  Faktua l  Parpo l  

Calon  Peser ta  Pemi lu  2009  di  Kab.  Probo l i nggo .  

(sesua i  dengan fax )  ;  - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Parpo l  

Peser ta  Pemi lu  Tahun  2009  Tingka t  Kabupaten ,  

tangga l  23  Jun i  2008.  (sesua i  dengan  fax )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 61 : Lampi ran  Keputusan  KPU  Kab.  Pasuruan  No  :  

270/525 .a /424 .105 /2008 ,  tangga l  28  Jun i  2008.  

(sesua i  dengan  fax )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 62 : Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Parpo l  

Tingka t  Kab.  Mojoker t o ,  tangga l  20 Jun i  2008 dan  

lampi ran .  (sesua i  dengan  fax )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 63 : Rekapi t u l a s i  Hasi l  Ver i f i k a s i  Parpo l  Calon  

Peser ta  Pemi lu  Tahun  2009  Di  Kab.  Jombang,  

tangga l  27  Jun i  2008.  (sesua i  dengan  fax )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 64 : Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  KPU  Kab.  Nganjuk ,  

tangga l  26  Jun i  2008.  (sesua i  dengan  fax )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

T – 65 : Ber i t a  Acara  KPU Kab.  Magetan ,  tangga l  29  Jun i  

2008  dan  lampi ran .  (sesua i  dengan  

fax )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

T – 66 : Hasi l  Rekap i t u l a s i  Ver i f i k a s i  Keanggotaan  Parpo l  

Calon  Peser ta  Pemi lu  2009  Di  Kab.  Lumajang,  

tangga l  24  Jun i  2008.  (sesua i  dengan  fax )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 67 : Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Parpo l  

Tingka t  Kab.  Bangka lan ,  tangga l  24 Jun i  2008 dan  

lampi ran .  (sesua i  dengan  fax )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 68 : Rekapi t u l a s i  Hasi l  Ver i f i k a s i  Faktua l  Parpo l  
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Calon  Peser ta  Pemi lu  Tahun  2009  Kab.  Pamekasan,  

tangga l  27  Jun i  2008.  (sesua i  dengan  fax )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 69 : - Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  Hasi l  Ver i f i k a s i  

Faktua l  Par ta i  Pol i t i k  KPU  Kab.  Sumenep,  

tangga l  24Jun i  2008.  (sesua i  dengan fax ) ;

- Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  Dokumen,  tangga l  

14Jun i  2008 dan lampi ran .  (sesua i  dengan fax )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 70 : - Ber i t a  Acara  No  :  274/187 /KPUD  Kab.  Tbn,  

tangga l  25  Jun i  2008,  ten tang  Penetapan  Jumlah  

Par ta i  Pol i t i k  Yang  Memenuhi  Syara t  Pemi lu  

DPR,K DPD, dan DPRD Tahun 2009,  d i  Kab.  Tabanan  

dan  lampi ran .  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Par ta i  Pol i t i k  

d i  Kab.  Tabanan,  tangga l  25  Jun i  2008  dan  

lampi ran .  (sesua i  dengan as l i )  ;  - - - - - - - -

T – 70.a : PROVINSI  BALI

Sura t  KPU Nomor  :  1652.1 /15 /V I / 2008 ,  tangga l  9 

Jun i  2008 ten tang  Jumlah  dan nama par ta i  po l i t i k  

yang  memenuhi  syara t  admin is t r a s i  d i  t i ngka t  

Prov ins i  dan  Kabupaten /Ko ta  untuk  dive r i f i k a s i  

fak tua l .  (sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 71 : - Ber i t a  Acara  Hasi l  Ver i f i k a s i  Faktua l  Par ta i  

Pol i t i k  Calon  Peser ta  Pemi lu  Anggota  DPR,  DPRD 

Prov ins i  dan  DPRD Kab/Kota  Tahun  2009  di  Kab.  

Badung,  tangga l  24  Ju l i  2008.  (sesua i  dengan  

as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Par ta i  

Pol i t i k  Tingka t  Kab/Kota ,  tangga l  18  Jun i  2008  

dan  lampi ran .  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 72 : Ber i t a  Acara  Penel i t i a n  Faktua l  Par ta i  Pol i t i k  

Calon  Peser ta  Pemi lu  Tahun  2009  di  Kab.  

Karangasem  No  :  210/306 /KPU,  tangga l  23  Jun i  

2008  dan  lampi ran .  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - -

T – 73 : - Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  KPU Kab.  Bule leng  No :  

04/ IV /KPU.BLL/2008 ,  tangga l  25  Jun i  2008  dan  

lampi ran .  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Penguru  Par ta i  

Pol i t i k  Tingka t  Kabupaten /Ko ta ,  tangga l  18 Jun i  

98
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2008  dan  lampi ran .  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 74 : Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  ten tang  Hasi l  

Ver i f i k a s i  Faktua l  Par ta i  Pol i t i k  Calon  Peser ta  

Pemi lu  Tahun  2009  Di  Tingka t  Kota  Bima.  (sesua i  

dengan  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

T – 74.a : PROVINSI  NUSA TENGGARA BARAT

Surat  KPU Nomor  :  1652.1 /15 /V I / 2008 ,  tangga l  9 

Jun i  2008 ten tang  Jumlah  dan nama par ta i  po l i t i k  

yang  memenuhi  syara t  admin is t r a s i  d i  t i ngka t  

Prov ins i  dan  Kabupaten /Ko ta  untuk  dive r i f i k a s i  

fak tua l .  (sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 75 : Sura t  KPU  Kab.  Bima  No  :  

018/LEGISLATIF /KPU/VI / 2008 ,  tangga l  27 Jun i  2008  

ten tang  Hasi l  Ver i f i k a s i  Faktua l  Parpo l  Tingka t  

Kab.  Bima  dan  lampi ran .  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - -

T – 76 : - Keputusan  KPU Kab.  Sumbawa Bara t  No :  120/KPU-

KSB/Tahun  2008,  ten tang  Pengumuman  dan 

Penetapan  Hasi l  Ver i f i k a s i  Faktua l  Par ta i  

Pol i t i k  Tingka t  Kab.  Sumbawa Bara t ,  tangga l  27 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Jun i  2008.  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  Hasi l  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  

Par ta i  Pol i t i k  Kab.  Sumbawa Bara t ,  tangga l  23 

Jun i  2008  dan  lampi ran .  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

T – 77 : Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Par ta i  

Pol i t i k  Tingka t  Kab.  Kotawar i ng i n  Timur ,  tangga l  

22 Jun i  2008,  dan lampi ran .  (sesua i  dengan  as l i )  

;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

T – 77.a : PROVINSI  KALIMANTAN TENGAH

Surat  KPU Nomor  :  1652.1 /15 /V I / 2008 ,  tangga l  9 

Jun i  2008 ten tang  Jumlah  dan nama par ta i  po l i t i k  

yang  memenuhi  syara t  admin is t r a s i  d i  t i ngka t  

Prov ins i  dan  Kabupaten /Ko ta  untuk  dive r i f i k a s i  

fak tua l .  (sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 78 : Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Par ta i  

Pol i t i k  Tingka t  Kab.  Bar i t o  Utara ,  tangga l  21 

Jun i  2008,  dan  lampi ran .  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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T – 79 : Daf ta r  Rekapi t u l a s i  Hasi l  Ver i f i k a s i  Faktua l  

Par ta i  Pol i t i k  Tingka t  Kab.  Bar i t o  Sela tan ,  

Prov ins i  Kal iman tan  Sela tan ,  tangga l  23  Jun i  

2008.  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

T – 80 : Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Par ta i  

Pol i t i k  Tingka t  Kab.  Lamandau,  tangga l  19  Jun i  

2008,  dan  lampi ran  Model  F8- Parpo l .  (sesua i  

dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 81 : Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Par ta i  

Pol i t i k  Tingka t  Kab.  Kotawar i ng i n  Bara t ,  tangga l  

26  Jun i  2008,  dan  lampi ran  Model  F8- Parpo l .  

(sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 82 : Sura t  KPU Kab.  Seruyan  No :  92/KPU- SRY/VI /2008 ,  

tangga l  24  Jun i  2008,  ten tang  Penyampaian  Hasi l  

Ver i f i k a s i  Faktua l  Parpo l  Calon  Peser ta  Pemi lu  

2009,  dan lampi ran .  (sesua i  dengan as l i )  ; -

T – 83 : - Ber i t a  Acara  No  :  270/01- BA/KPU- TL/VI / 2008 ,  

tangga l  23  Jun i  2008,  ten tang  Hasi l  Ver i f i k a s i  

Parpo l  Calon  Peser ta  Pemi lu  Anggota  DPR dan 

DPRD Tahun  2009  Di t i ngka t  Kab.  Tanah  Laut .  

(sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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-

- Rekapi t u l a s i  Hasi l  Ver i f i k a s i  Faktua l  Parpo l  

Sesua i  dengan  Laporan  dar i  masing  –  masing  

koord ina to r  wi layah ,  tangga l  23  Jun i  2008.  

(sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 83.a : PROVINSI  KALIMANTAN SELATAN

Surat  KPU Nomor  :  1652.1 /15 /V I / 2008 ,  tangga l  9 

Jun i  2008 ten tang  Jumlah  dan nama par ta i  po l i t i k  

yang  memenuhi  syara t  admin is t r a s i  d i  t i ngka t  

Prov ins i  dan  Kabupaten /Ko ta  untuk  dive r i f i k a s i  

fak tua l .  (sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 84 : - Rekapi t u l a s i  Hasi l  Ver i f i k a s i  Faktua l  Parpo l  

Tingka t  Kab.  Kotabaru ,  tangga l  21  Jun i  2008.  

(sesua i  dengan as l i )  ;  - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Parpo l  

Tingka t  Kab.  Kotabaru ,  tangga l  17 Jun i  2008 dan  

lampi ran .  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 85 : Rekapi t u l a s i  Ver i f i k a s i  Faktua l  Par ta i  Pol i t i k  

d i  Kab.  Banja r ,  tangga l  27  Jun i  2008.  (sesua i  

dengan as l i )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 86 : - Ber i t a  Acara  No :  270/98- KPU/Kab.B t l ,  tangga l  
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22  Jun i  2008,  ten tang  Hasi l  Ver i f i k a s i  Faktua l  

Par ta i  Pol i t i k  d i  Kab.  Bar i t o  Kuala .  (sesua i  

dengan  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Par ta i  

Pol i t i k  Tingka t  Kab.  Bar i t o  Kuala ,  tangga l  20  

Jun i  2008  dan  lampi ran .  (sesua i  dengan  fo to  

copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

T – 87 : - Rekapi t u l a s i  Hasi l  Ver i f i k a s i  Faktua l  Par ta i  

Pol i t i k  Tingka t  Kabupaten /Ko ta ,  tangga l  27 Jun i  

2008.  (sesua i  dengan as l i )  ;  - - -

- Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Par ta i  

Pol i t i k  Tingka t  Kab.  Tapin ,  tangga l  23  Jun i  

2008  dan  lampi ran .  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 88 : Rekapi t u l a s i  Hasi l  Ver i f i k a s i  Faktua l  Par ta i  

Pol i t i k  Tingka t  Kab.  Hulu  Sungai  Sela tan ,  

tangga l  27 Jun i  2008.  (sesua i  dengan as l i )  ;

T – 89 : Kab.  Hulu  Sungai  Tengah 

Rekapi t u l a s i  Hasi l  Ver i f i k a s i  Faktua l  Par ta i  

Pol i t i k  d i  Prov ins i  Kal iman tan  Sela tan ,  tangga l  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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27 Jun i  2008.  (sesua i  dengan as l i )  ; -

T – 90 : - Rekapi t u l a s i  Hasi l  Ver i f i k a s i  Faktua l  Par ta i  

Pol i t i k ,  tangga l  20  Jun i  2008.  (sesua i  dengan  

as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Par ta i  Pol i t i k  

Tingka t  Kab.  Hulu  Sungai  Utara ,  Prov ins i  

Kal iman tan  Sela tan ,  tangga l  20  Jun i  2008  dan  

lampi ran .  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 91 : - Sura t  KPU Kab.  Tabalong  No :  270/131 /KPU- TAB,  

tangga l  23  Jun i  2008  ten tang  Hasi l  Ver i f i k a s i  

Faktua l  Parpo l  Calon  Peser ta  Pemi lu  2009  dan  

lampi ran .  (sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Par ta i  Pol i t i k  

Tingka t  Kabupaten  tangga l  18  Jun i  2008  dan  

lampi ran  Model  F8- Parpo l .  (sesua i  dengan  fo to  

copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

T – 92 : Kab.  Tanah Bumbu 

Rekapi t u l a s i  Hasi l  Ver i f i k a s i  Faktua l  Par ta i  

Pol i t i k  d i  Prov ins i  Kal iman tan  Sela tan ,  tangga l  

27 Jun i  2008.  (sesua i  dengan as l i )  ; -
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T – 93 : Kab.  Balangan   

Rekapi t u l a s i  Hasi l  Ver i f i k a s i  Faktua l  Par ta i  

Pol i t i k  d i  Prov ins i  Kal iman tan  Sela tan ,  tangga l  

27 Jun i  2008.  (sesua i  dengan as l i )  ; -

T – 94 : Kota  Banja rmas in  

Rekapi t u l a s i  Hasi l  Ver i f i k a s i  Faktua l  Par ta i  

Pol i t i k  d i  Prov ins i  Kal iman tan  Sela tan ,  tangga l  

27 Jun i  2008.  (sesua i  dengan as l i )  ; -

T – 95 : Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Par ta i  Pol i t i k  

Se Kota  Banja r  Baru ,  tangga l  27  Jun i  2008  dan  

lampi ran  Model  F8- Parpo l .  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 96 : - Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  Penetapan  Ver i f i k a s i  

Faktua l  Par ta i  Yang  Memenuhi  Syara t  No  :  

10/286- BA/KPU- KP/VI /2008 ,  tangga l  27 Jun i  2008.  

(sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ver i f i k a s i  Faktua l  Par ta i  Pol i t i k  Di  Tingka t  

Kab.  Paser ,  Prov ins i  Kal iman tan  Timur ,  tangga l  

23 Jun i  2008.  (sesua i  dengan as l i )  ;  -

T – 96.a : PROVINSI  KALIMANTAN TIMUR

Surat  KPU Nomor  :  1652.1 /15 /V I / 2008 ,  tangga l  9 

Jun i  2008 ten tang  Jumlah  dan nama par ta i  po l i t i k  

yang  memenuhi  syara t  admin is t r a s i  d i  t i ngka t  

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Prov ins i  dan  Kabupaten /Ko ta  untuk  dive r i f i k a s i  

fak tua l .  (sesua i  dengan  foo  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 97 : Ber i t a  Acara  No :  130/KPU- BUL/ I /V I / 2 008 ,  tangga l  

24  Jun i  2008,  ten tang  Penetapan  Ver i f i k a s i  

Faktua l  Parpo l  o leh  KPU  Kab.  Bulungan,  dan 

lampi ran .  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 98 : - Ber i t a  Acara  No :  10/BA/KPU- KB/VI /2008 ,  tangga l  

24 Jun i  2008,  ten tang  Ver i f i k a s i  Faktua l  Par ta i  

Pol i t i k  Tingka t  Kab.  Kuta i  Bara t ,  Prov ins i  

Kal iman tan  Timur .  (sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

- -

- Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Par ta i  

Pol i t i k  Tingka t  Kab.  Kuta i  Bara t ,  tangga l  24 

Jun i  2008,  dan  lampi ran .  (sesua i  dengan  fo to  

copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

T – 99 : - Ber i t a  Acara  No :  270/341 /KPU/VI / 2008 ,  tangga l  

24  Jun i  2008,  ten tang  Hasi l  Ver i f i k a s i  Faktua l  

Par ta i  Pol i t i k  Tingka t  Kab.  Kuta i  Timur .  

(sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Parpo l  

Tingka t  Kab/Kota ,  tangga l  18  Jun i  2008  dan  
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lampi ran  Model  F8- Parpo l .  (sesua i  dengan  

as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

T – 100 : Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Parpo l  

Tingka t  Kota  Bal i kpapan ,  tangga l  19  Jun i  2008  

dan  lampi ran .  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 101 : - Hasi l  Ver i f i k a s i  Faktua l  Parpo l  Peser ta  Pemi lu  

2009,  tangga l  27  Jun i  2008.  (sesua i  dengan  

as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Daf ta r  susunan  pengurus  dan  alamat  parpo l  

t i ngka t  Kab.  Kuta i  Ker tanegara .  (sesua i  dengan  

as l i )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 102 : Ber i t a  Acara  Pleno  Ver i f i k a s i  Faktua l  Par ta i  

Pol i t i k  KPU Kab.  Kepulauan  Talaud ,  tangga l  23 

Jun i  2008.  (sesua i  dengan  as l i )  ;  - -

T – 102.a : PROVINSI  SULAWESI UTARA

Surat  KPU Nomor  :  1652.1 /15 /V I / 2008 ,  tangga l  9 

Jun i  2008 ten tang  Jumlah  dan nama par ta i  po l i t i k  

yang  memenuhi  syara t  admin is t r a s i  d i  t i ngka t  

Prov ins i  dan  Kabupaten /Ko ta  untuk  dive r i f i k a s i  

fak tua l .  (sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 107
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Hal aman 68 dar i  83 hal aman.  Put usan Nomor  :  140/ G/ 2008/ PTUN- J KT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 103 : Ber i t a  Acara  No :  14/KPU- BM/VI /2008 ,  tangga l  26  

Jun i  2008  ten tang  Ver i f i k a s i  Faktua l  Par ta i  

Pol i t i k  d i  Kota  Kotamobagu.  (sesua i  dengan  as l i )  

;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

T – 104 : Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Par ta i  

Pol i t i k  Tingka t  Kab.  Tol i  –  Tol i ,  tangga l  25 

Jun i  2008  dan  lampi ran .  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 104.a : PROVINSI  SULAWESI TENGAH

Surat  KPU Nomor  :  1652.1 /15 /V I / 2008 ,  tangga l  9 

Jun i  2008 ten tang  Jumlah  dan nama par ta i  po l i t i k  

yang  memenuhi  syara t  admin is t r a s i  d i  t i ngka t  

Prov ins i  dan  Kabupaten /Ko ta  untuk  dive r i f i k a s i  

fak tua l .  (sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 105 : - Ber i t a  Acara  No  :  270/060 /BAP/KPUD-TU/2008,  

tangga l  25  Jun i  2008  ten tang  Ver i f i k s i  Faktua l  

Par ta i  Pol i t i k  d i  Kab.  Tojo  Una – Una.  (sesua i  

dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

108
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Hal aman 69 dar i  83 hal aman.  Put usan Nomor  :  140/ G/ 2008/ PTUN- J KT

-

- Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Fatua l  Pengurus  Par ta i  

Pol i t i k  Tingka t  Kab.  Tojo  Una – Una,  tangga l  25  

Jun i  2008  dan  lampi ran .  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

T – 106 : - Ber i t a  Acara  No :  270/52 /BA/  VI /2008 ,  tangga l  

26  Jun i  2008,  Hasi l  Ver i f i k a s i  Faktua l  Par ta i  

Pol i t i k  Calon  Peser ta  Pemi lu  2009  Tingka t  Kab.  

Bangga i .  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Par ta i  

Pol i t i k  Kab.Bangga i ,  tangga l  23  Jun i  2008  dan  

lampi ran .  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 107 : Ber i t a  Acara  Nomor  :  13/BA/KPU- BTN/VI /2008 ,  

tangga l  25  Jun i  2008,  ten tang  Penetapan  Hasi l  

Ver i f i k a s i  Faktua l  Par ta i  Pol i t i k  Calon  Peser ta  

Pemi lu  2009  Tingka t  Kab.  Buton  dan  lampi ran .  

(sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

T – 107.a : PROVINSI  SULAWESI TENGGARA

Surat  KPU Nomor  :  1652.1 /15 /V I / 2008 ,  tangga l  9 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 109
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Jun i  2008  ten tang  Jumlah  dan nama par ta i  pol i t i k  

yang  memenuhi  syara t  admin is t r a s i  d i  t i ngka t  

Prov ins i  dan  Kabupaten /Ko ta  untuk  dive r i f i k a s i  

fak tua l .  (sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 108 : - Rekapi t u l a s i  Hasi l  Ver i f i k a s i  Par ta i  Pol i t i k  

Calon  Peser ta  Pemi lu  2009  Tingka t  Kab.  

Wakatob i .  (sesua i  dengan fo to  copy)  ;  - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Par ta i  

Pol i t i k  Tingka t  Kab.  Wakatob i ,  tangga l  19  Jun i  

2008  dan  lampi ran .  (sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

T – 109 : Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Par ta i  

Pol i t i k  Tingka t  Kab.  Kolaka  Utara ,  tangga l  

24Jun i  2008 dan lampi ran .  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 110 : - Kab.  Bolemo

Surat  KPU Prov ins i  Goronta l o  No  :  350/KPU-

Prov /01 /V I / 2008 ,  tangga l  28  Jun i  2008,  ten tang  

Penyampaian  ber i t a  acara  penetapan  has i l  

ver i f i k a s i  fak tua l  par ta i  po l i t i k  dan lampi ran .  

(sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

110

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Hal aman 70 dar i  83 hal aman.  Put usan Nomor  :  140/ G/ 2008/ PTUN- J KT

- Ber i t a  Acara  No :  023/KPU- Prov /BA/01 /V I / 2008 ,  

tangga l  28  Jun i  2008.  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 110.a : PROVINSI  GORONTALO

Surat  KPU Nomor  :  1652.1 /15 /V I / 2008 ,  tangga l  9 

Jun i  2008  ten tang  Jumlah  dan nama par ta i  pol i t i k  

yang  memenuhi  syara t  admin is t r a s i  d i  t i ngka t  

Prov ins i  dan  Kabupaten /Ko ta  untuk  dive r i f i k a s i  

fak tua l .  (sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 111 : - Sura t  KPU Prov ins i  Goronta l o  No  :  350/KPU-

Prov /01 /V I / 2008 ,  tangga l  28  Jun i  2008,  ten tang  

Penyampaian  ber i t a  acara  penetapan  has i l  

ver i f i k a s i  fak tua l  par ta i  po l i t i k  dan lampi ran .  

(sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- Hasi l  Ver i f i k a s i  Faktua l  Parpo l  d i  Kab.  Bone 

Bolango ,  tangga l  26  Jun i  2008.  (sesua i  dengan  

as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 112 : - Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  Ver i f i k a s i  Faktua l  

Par ta i  Pol i t i k  Calon  Peser ta  Pemi lu  Tahun  2009  

Kab.  Pahuwato ,  No :  02/1 /V I / 2008 ,  tangga l  27 

Jun i  2008.  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Hal aman 71 dar i  83 hal aman.  Put usan Nomor  :  140/ G/ 2008/ PTUN- J KT
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Faktua l  Pengurus  Par ta i  

Pol i t i k  Tingka t  Kab/Kota ,  tangga l  17  Jun i  2008  

dan  lampi ran .  (sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 113 : Sura t  KPU Kab.  Majene  No :  38/KPU- MN/VI /2008 ,  

tangga l  11  Jun i  2008  ten tang  Hasi l  Ver i f i k a s i  

Faktua l  Parpo l  Pemi lu  2009  Kab.  Majene.  (sesua i  

dengan  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T – 113.a : PROVINSI  SULAWESI BARAT

Surat  KPU Nomor  :  1652.1 /15 /V I / 2008 ,  tangga l  9 

Jun i  2008  ten tang  Jumlah  dan nama par ta i  pol i t i k  

yang  memenuhi  syara t  admin is t r a s i  d i  t i ngka t  

Prov ins i  dan  Kabupaten /Ko ta  untuk  dive r i f i k a s i  

fak tua l .  (sesua i  dengan  fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa akh i rnya  para  pihak  menyatakan  bahwa mereka  

t i dak  akan  mengajukan  sesuatu  hal  lag i  dalam perkara  in i ,  

se lan ju t nya  mohon putusan  ;  

Bahwa  dengan  memperhat i kan  sega la  ha l  yang  

te r j ad i  d i  pers i dangan  ten tang  ja l annya  pemer iksaan  da lam 

perkara  in i ,  seper t i  te l ah  d ica ta t  da lam  Ber i t a  Acara  

Pers idangan  untuk  mempers ingka t  putusan  in i  d ianggap  

112

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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te rmasuk  dan  merupakan  satu  kesatuan  yang  t i dak  dapat  

d ip i sahkan  dalam  putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu j uan  gugatan  

Penggugat  sebaga imana  te ru ra i  da lam  duduknya  perkara  

te rsebu t  d ia tas  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat ,  

Tergugat  te l ah  mengajukan  jawaban  ekseps i - ekseps i  yang  

pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Tentang  

Kewenanga

n 

Mengadi l i  

(  Kompete

ns i  

Abso lu t  )

.  

2. Pengad i l a

n  Tata  

Usaha 

Disclaimer
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Negara  

Tidak  

Berwenang  

Memer iksa

,  

Mengadi l i

,  dan 

Memutus  

Sura t  

Tergugat  

Yang 

Di jad i kan  

Obyek 

Sengketa .

3. Gugatan  A 

quo 

Kurang  

Pihak  

Tergugat  

(  Plur i um  

Li t i s  

Consor t i u

m ) .

Menimbang,  bahwa  te rhadap  ekseps i  Tergugat  

te rsebu t  te lah  d i t anggap i  o leh  Penggugat  sebaga imana  

te ru ra i  da lam  rep l i k nya  te r t angga l  29  Oktober  2008  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa  te rhadap  ekseps i - ekseps i  

te rsebu t ,  Maje l i s  akan  mempert imbangkan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  sura t  gugatan  Penggugat ,  

yang  menjad i  obyek  sengketa  dalam  perkara  in i  yang  

dimohonkan  bata l  atau  t i dak  sah,  ada lah  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sura t  Tergugat  Nomor  

2502/15 /V I I I / 2 008  tangga l  8 

Agustus  2008  per iha l  Hasi l  

Ver i f i k a s i  Par ta i  Pol i t i k  Peser ta  

Pemi lu  Tahun 2009 (buk t i  P- 1 = T-

4) ;

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  te r l eb i h  dahu lu  

Maje l i s  Hakim akan  mempert imbangkan  jawaban  ekseps i  Kedua  

dar i  Tergugat  ten tang  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Tidak  

Berwenang  Memer iksa ,  Mengadi l i  dan Memutus  Sura t  Tergugat  

yang  Di jad i kan  Obyek  Sengketa ,  adalah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  menuru t  da l i l  jawaban  ekseps i  

Tergugat  yang  pada  pokoknya  menyatakan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -
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1.1 Bahwa pemi l i han  umum berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  

10 Tahun 2008 dise lenggarakan  dalam rangka ian  tahapan  

pemi l i han  umum mel ipu t i  pemutakh i r an  data  pemi l i h  dan  

penyusunan  daf ta r  pemi l i h ,  pendaf ta r an  peser ta  

pemi l i han  umum,  penetapan  jumlah  kurs i  dan  penetapan  

daerah  pemi l i han ,  penca lonan  anggota  DPR,  DPD,  DPRD 

Prov ins i ,  dan  DPRD  Kabupaten /Ko ta ,  kampanye,  

pemungutan  suara  dan  pengh i t ungan  suara ,  penetapan  

has i l  pemi l i han  umum,  dan  pengucapan  sumpah/ j an j i  

anggota  DPR,  DPD,  DPRD Prov ins i ,  DPRD Kabupaten /Ko ta  

(v i de  Pasa l  4  ayat  (2 )  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  

2008)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.2 Bahwa tahapan  pemi l i han  umum merupakan  satu  kesatuan  

yang  t i dak  te rp i sahkan  dan  sa l i ng  berka i t an  dan  

te rka i t  dengan  keten tuan  waktu ,  t i dak  te r l a ksananya  

suatu  tahapan  sesua i  dengan  jadwa l  waktu  yang  

di t en tukan  akan  menimbulkan  efek  domino  te rhadap  

pelaksanaan  tahapan  pemi l i han  umum ber i ku tnya  yang  

pada  akh i r  agenda  keta tanegaraan  5  ( l ima )  tahunan  

t i dak  te rpenuh i  berpo tens i  menimbulkan  

chaos/kekacauan  yang  sangat  merug ikan  bag i  bangsa  dan  

negara  Indones ia  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -
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1.3 Bahwa  sesua i  pet i t um  gugatan  Penggugat  angka  4,  

tu juan  Penggugat  ada lah  untuk  di te t apkan  sebaga i  

par ta i  pol i t i k  peser ta  pemi l i han  umum tahun  2009 atas  

dasar  Putusan  Pengadi l an  ada lah  suatu  hal  yang  secara  

abdo lu te  t i dak  dapat  d i l aksanakan  dengan  a lasan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.3 .1 Penetapan  peser ta  pemi l i han  umum pal i ng  lambat  9 

(sembi l an )  bu lan  sebe lum har i / t a ngga l  pemungutan  

suara  (v i de  Pasa l  16  ayat  (2 )  Undang- Undang 

Nomor  10 Tahun 2008) ,  sementara  pemungutan  suara  

pemi l i han  umum tahun  2009  di l aksanakan  pada  

tangga l  9  Apr i l  2009,  v ide  Pera tu ran  KPU Nomor  

20  Tahun  2008  ten tang  Perubahan  Pera tu ran  KPU 

Nomor  09 Tahun 2008 ten tang  Tahapan,  Program dan  

Jadwal  Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum Anggota  

DPR,  DPD,  DPRD Tahun 2009.  Dengan mengacu  kepada  

keten tuan  Pasa l  16  ayat  (2 )  Undang- Undang  Nomor  

18  Tahun  2008,  penetapan  par ta i  po l i t i k  peser ta  

pemi l i han  umum di te t apkan  tangga l  9 Ju l i  2008  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.3 .2 Pada  saat  in i ,  penye lenggaraan  pemi l i han  umum 

tahun  2009  te l ah  memasuki  dan  melaksanakan  

tahapan  penca lonan ,  ya i t u  pengumuman  daf ta r  

ca lon  sementara  anggota  DPR,  DPD dan  DPRD ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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1.3 .3 Pemi l i han  umum  susu lan  hanya  dimungk inkan  

berdasarkan  alasan  adanya  kerusuhan,  gangguan  

keamanan,  dan  bencana  alam  di  suatu  daerah  

pemi l i han  yang  mengak iba tkan  se lu ruh  tahapan  

pemi l i han  umum t i dak  dapat  d i l aksanakan  (v ide  

Pasa l  229  ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  

2008)  ;  - - - - - - - - - - - - - -

1.3 .4 Sesua i  azas  cont ra r i u s  actus ,  penetapan  par ta i  

po l i t i k  peser ta  pemi l i han  umum tahun  2009  yang  

mengandung  keke l i r u an  pada  pr ins i pnya  dapat  

d ipe rba i k i  sepan jang  masih  da lam  masa  ( j adwa l  

waktu)  tahapan  pemi l i han  umum dan belum memasuk i  

tahapan  pemi l i han  umum  ber i ku t nya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.4 Bahwa oleh  karena  i t u ,  sura t  KPU yang  di j ad i kan  obyek  

sengketa  merupakan  satu  kesa tuan  atau  te rmasuk  da lam 

kategor i  keputusan  pe laksanaan  pemi l i han  umum 

mengenai  has i l  pemi l i han  umum ;  - - - - - - - - - -

1.5 Bahwa berdasarkan  keten tuan  Pasal  2  huru f  g  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  sebaga imana  te lah  diubah  dengan  Undang-

Undang  Nomor  9  Tahun  2004  yang  pada  pokoknya  

menyatakan ,  keputusan  pan i t i a  pemi l i han ,  ba ik  d i  

Pusat  maupun di  daerah  mengenai  has i l  pemi l i han  umum,  

t i dak  te rmasuk  da lam penger t i a n  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  menuru t  undang- undang  in i ,  maka  Sura t  KPU 
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Nomor  :  2502/15 /V I I I / 2 008  tangga l  8  Agustus  2008  

t i dak  dapat  d i j ad i kan  obyek  sengke ta  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.6 Bahwa  karena  dasar /a l asan  gugatan  yang  dia j ukan  

Penggugat  merupakan  sebag ian  dar i  se lu ruh  proses  

ten tang  Pemi l i han  Umum Anggota  DPR,  DPD,  DPRD 

Prov ins i ,  dan  DPRD Kabupaten /Ko ta ,  maka gugatan  yang  

dia j ukan  Penggugat  ke  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

merupakan  gugatan  yang  te lah  melanggar  kewenangan  

abso lu te  mengadi l i ,  sebaga imana  je l as  dia tu r  da lam 

Pasa l  2  huru f  g  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  dan Undang- Undang  

Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  atas  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986.  Hal  te r sebu t  d iper j e l a s  

da lam  buku  Usaha  memahami  Undang- Undang  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  Buku  I  Beracara  d i  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  karangan  Ind rohar t o ,  

Sh. ,  Halaman 227  yang  berbuny i  :  ”Dapat  d ipe rk i r a kan  

bahwa ak iba t  negat i f  akan  sangat  luas  ka lau  keputusan  

pan i t i a  pemi l i han  umum baik  d i  pusat  maupun di  daerah  

mengenai  has i l  pemi l i han  umum  i t u  dimungk inkan  

diganggugugat  dimuka  pengad i l an  ta ta  usaha  negara  

in i . ”  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Dar i  ura ian  alasan- alasan  hukum dia tas ,  maka je l as  bahwa 

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  bukan  lembaga yang  berwenang  
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memer iksa  dan  memutus  perkara  aquo,  dengan  demik ian  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  waj ib  menolak  gugatan  

Penggugat  atas  sengketa  aquo.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  menuru t  da l i l  tanggapan  

Penggugat  yang  pada  pokoknya  menyatakan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

1. Dal i l  Tergugat  yang  dikemukakan  Tergugat  

ten tang  Obyek  Gugatan  jus t r u  mengena i  

kekhawat i r an  Terguga t  bahwa  agenda  

keta tanegaraan  5  ( l ima )  tahunan  t i dak  

te rpenuh i  seh ingga  berpo tens i  menimbulkan  

chaos/kekacauan  yang  sangat  merug ikan  

bag i  bangsa  dan  negara ,  karena  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

a. t imbu lnya  chaos /kekacauan  jus t r u  per tama  

dimungk inkan  apab i l a  Tergugat  se laku  

Penye lenggara  Pemi l i han  Umum beker j a  t i dak  

per fo rm,  mengabaikan  pera tu ran  perundang-

undangan  dan  Asas- asas  Umum Pemer in tahan  

yang  Baik  (AAUPB)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Penetapan  Penggugat  sebaga i  peser ta  

pemi l i han  umum tahun  2009  t i dak  per lu  
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menganggu  proses  yang  tengah  ber ja l an  

karena  dapat  d ia tu r  secara  te rp i sah ,  

meskipun  untuk  i t u  dipe r l ukan  kear i f an  dan  

kecerdasan  ser ta  penger t i an  dan  ker jasama  

semua pihak  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

2. Dal i l  Terguga t  yang  menyatakan  bahwa 

sura t  Terguga t  yang  di j ad i kan  obyek  

sengketa  merupakan  satu  kesa tuan  atau  

te rmasuk  dalam  kateor i  keputusan  

pelaksanaan  pemi l i han  umum mengenai  has i l  

pemi l i han  umum,  d i t anggap i  Penggugat  

sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Pasa l  4  ayat  (2 )  Undang- Undang 

Nomor  10  Tahun  2008  ten tang  

Pemi lu  menegaskan  bahwa  tahapan  

pemi l i han  umum  mel ipu t i  :  

- - - - - - - - -

1) Pemutakh i r an  data  

pemi l i h  dan 

penyusunan  daf ta r  

pemi l i h  ;  - - - - - - - - -

2) Pendaf ta ran  Peser ta  

Pemi lu  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

3) Penetapan  Peser ta  
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Pemi lu  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

4) Penetapan  jumlah  

kurs i  dan  penetapan  

daerah  pemi l i han  ;  

- - - - - - - - - - -

5) Penca lonan  anggota  

DPR,  DPD,  DPRD 

prov ins i  dan  DPRD 

kabupaten /ko ta  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

6) Masa  kampanye  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

7) Masa  tenang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

8) Pemungutan  dan 

perh i t ungan  suara  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9) Penetapan  has i l  

Pemi lu ,  dan 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

10) Pengucapan  

sumpah/ j an j i  anggota  

DPR,  DPD,  DPRD 

Prov ins i  dan  DPRD 

Kabupaten /Ko ta .  

Set iap  tahapan  

te rsebu t  d ia tas  

menimbulkan  

perbua tan  hukum,  

fak ta  hukum,  dan 

ak iba t  hukum masing-

masing ,  karenanya  

per lu  penanganan  

yang  spes i f i k  pu la .  

– 

b. Secara  khusus  penanganan  

sengketa  has i l  pemi l i han  umum 

merupakan  kewenangan  Mahkamah 

konst i t u s i  sebaga imana  

dinya takan  da lam  Pasal  24C ayat  

(1 )  yang  menyatakan  :  Mahkamah 
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Konst i t u s i  berwenang  mengadi l i  

pada  t i ngka t  per tama  dan 

te rakh i r  yang  putusannya  

bers i f a t  f i na l  untuk  menguj i  

undang- undang  te rhadap  Undang-

Undang  Dasar ,  memutus  sengketa  

kewenangan  lembaga  negara  yang  

kewenangannya  dibe r i k an  o leh  

Undang- Undang  Dasar ,  memutus ,  

pembubaran  par ta i  po l i t i k  dan 

memutus  perse l i s i h an  ten tang  

has i l  pemi l i han  umum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Yang  dimaksud  has i l  pemi l i han  

umum  adalah  data ,  fak ta  dan 

kond is i  yang  te rc i p t a  sete lah  

pemi l i han  umum  di l aksanakan .  

Atas  dasar  fak ta  te rsebu t ,  maka 

je l as l ah  bahwa  sura t  Terguga t  

yang  menjad i  obyek  sengketa  

t i dak  dapat  d isa tukan  dengan  

has i l  pemi l i han  umum  atau  

menjad i  bag ian  yang  menyatu  

dengan  has i l  pemi l i han  umum ;  

- - - - - - - - - -

3. Obyek  gugatan  ada lah  sura t  Tergugat  Nomor  
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:  2502/15 /V I I I / 2 008  te r t angga l  8  Agustus  

2008  per iha l  Hasi l  Ver i f i k a s i  Par ta i  

Pol i t i k  Peser ta  Pemi lu  Tahun  2009,  Sura t  

Tergugat  te rsebu t  ada lah  te r t u l i s ,  

d ike lua r kan  o leh  Tergugat  se laku  Pejaba t  

Tata  Usaha  Negara  berdasarkan  kewenangan  

yang  dia tu r  da lam Undang- Undang  Nomor  10 

Tahun  2008  ser ta  bers i f a t  konkre t ,  

ind i v i dua l  dan  f i na l .  Sura t  Tergugat  

te rsebu t  te lah  menimbulkan  ak iba t  hukum 

bag i  Penggugat  ya i t u  t i dak  iku t  

d i t e t apkan  sebaga i  Peser ta  Pemi lu  Tahun  

2009,  dan  t i dak  memer lukan  perse tu j uan  

lembaga  atau  ins tans i  la i n  da lam  ar t i  

f i na l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Atas  dasar  tanggapan  te rsebu t  d ia tas ,  

d i t egaskan  bahwa  Perad i l an  ta ta  Usaha 

Negara  berwenang  memer iksa ,  mengadi l i  dan  

memutus  Sura t  te rguga t  yang  di j ad i kan  

Obyek  Sengketa  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Menimbang,  bahwa  menuru t  Pasal  2  Undang- Undang  

Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

menyatakan  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- Tidak  te rmasuk  da lam  penger t i an  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

menuru t  Undang- Undang in i  :

a. Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  

merupakan  perbua tan  

hukum  perda ta  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

b. Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  

merupakan  

pengatu ran  yang  

bers i f a t  umum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

c . Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  

masih  memer lukan  

perse tu j uan  ;  

d. Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  

dike lua r kan  
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berdasarkan  

keten tuan  Ki tab  

Undang- Undang  Hukum 

Pidana  dan  Ki tab  

Undang- Undang  Hukum 

Acara  Pidana  atau  

Pera tu ran  

perundang- undangan  

la i n  yang  bers i f a t  

hukum  pidana  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

e. Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  

dike lua r kan  atas  

dasar  has i l  

pemer i ksaan  badan 

perad i l an  

berdasarkan  

keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  

yang  ber l aku  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

f . Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  
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mengenai  Tata  Usaha 

Tenta ra  Nasiona l  

Indones ia  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

g. Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum baik  

di  Pusat  maupun  d i  

Daerah  mengena i  

has i l  pemi l i han  

umum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  bukt i  P- 2,  yakn i  Undang-

Undang Nomor  10 Tahun 2008 ten tang  Pemi l i han  Umum Anggota  

Dewan  Perwak i l an  Rakyat ,  Dewan  Perwak i l an  Daerah ,  dan  

Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah,  Pasa l  4  menyatakan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Ayat  (1 ) :   Pemi lu  di l aksanakan  set i ap  5  ( l ima )  tahun  

seka l i  ;

Ayat  (2 )  :

1)   Pemutakh i r an  data  pemi l i h  dan  penyusunan  daf ta r  

pemi l i h  ;  

2) Pendaf ta ran  Peser ta  
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Pemi lu  ;

3) Penetapan  Peser ta  

Pemi lu  ;

4) Penetapan  jumlah  kurs i  

dan  penetapan  daerah  

pemi l i han  ;  

5) Penca lonan  anggota  DPR,  

DPD,  DPRD  prov ins i  dan 

DPRD kabupaten / ko ta  ;

6) Masa kampanye  ;  

7) Masa tenang  ;  

8) Pemungutan  dan 

perh i t ungan  suara  ;

9) Penetapan  has i l  Pemi lu ,  

dan

10) Pengucapan  sumpah/ j an j i  

anggota  DPR,  DPD,  DPRD 

Prov ins i  dan  DPRD 

Kabupaten /Ko ta .  

Menimbang,  bahwa  dar i  ura ian  te rsebu t  d ia tas ,  

Maje l i s  Hakim  berkes impu lan  bahwa  Sura t  Tergugat  Nomor  

2502/15 /V I I I / 2 008  tangga l  8  Agustus  2008  per i ha l  Hasi l  

Ver i f i k a s i  Par ta i  Pol i t i k  peser ta  Pemi lu  Tahun  2009  

(buk t i  P- 1  =  T- 4)  d i l aksanakan  karena  adanya  tugas  dan  

kewenangan  dar i  Terguga t  sebaga imana  diamanatkan  pada  

Pasa l  4  ayat  (1 )  dan  (2 )  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  

2008  dengan  rangka ian  tahapan  proses  pers i apan  

penye lenggaraan  pemi l i han  umum,  yang  mana  rangka ian  
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yang  t i dak  dapat  d ip i sahkan  permasa lahan  dan  

penye lesa iannya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  apabi l a  permasa lahan  te rsebu t  

d ise lesa i kan  mela lu i  badan  perad i l an ,  maka  yang  

menyelesa i kannya  adalah  satu  perad i l an  yang  berhak  sa ja  

agar  t i dak  menimbulkan  inkons i s t ens i  putusan  pengad i l an ,  

putusan  pengad i l an  yang  berbeda  atau  putusan  yang  

ber ten tangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa menunjuk  Pasa l  2 huru f  g Undang-

Undang  Nomor  9 Tahun  2004  yang  menyatakan  t i dak  te rmasuk  

dalam  penger t i an  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  menuru t  

Undang- Undang  in i ,  yakn i  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

baik  di  Pusat  maupun  di  Daerah  mengenai  has i l  pemi l i han  

umum,  t i dak  dapat  d ia r t i k an  dalam ar t i  sempi t ,  harus lah  

dia r t i k an  secara  menyelu ruh  tahapan  proses  

penye lenggaraan  pemi l i han  umum sebaga imana  d imaksud  Pasa l  

4  ayat  (1 )  dan  (2)  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2008,  

yang  mana apab i l a  ada  suatu  permasa lahan  dalam  tahapan  

te rsebu t  d ise lesa i kan  mela lu i  perad i l an  umum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  ura ian  per t imbangan  

te rsebu t  d ia tas ,  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  Sura t  
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Agustus  2008  per iha l  Hasi l  Ver i f i k a s i  Par ta i  Pol i t i k  

peser ta  Pemi lu  Tahun  2009  (buk t i  P- 1  =  T- 4)  yang  

di j ad i kan  Obyek  Sengketa  o leh  Penggugat  ada lah  keputusan  

yang  t i dak  te rmasuk  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

dimaksud  Pasal  1 angka  3,  namun merupakan  Keputusan  yang  

dimaksud  Pasal  2 Undang- Undang Nomor  9 Tahun 2005.  Dengan  

demik ian  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  menyatakan  t i dak  

berwenang  untuk  memer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  

sengketa  in i  ;  - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karenanya  dal i l  ekseps i  

Tergugat  ten tang  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  t i dak  

berwenang  memer iksa ,  mengadi l i  dan memutus  sura t  Terguga t  

yang  di j ad i kan  obyek  sengketa  dapat l ah  d i t e r ima  ;  - -

Menimbang,  bahwa  dengan  di te r imanya  ekseps i  

Tergugat ,  maka ekseps i  Tergugat  yang  la i nnya ,  t i dak  per lu  

dipe r t imbangkan  lag i  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang,  bahwa  dengan  di te r imanya  sa lah  satu  

ekseps i  Terguga t ,  menuru t  hemat  Maje l i s  Hakim te lah  cukup  

bera lasan  untuk  menyatakan  gugatan  Penggugat  “ t i dak  dapat  

d i t e r ima ” ,  maka  da lam  pokok  perkara  t i dak  per lu  

dipe r t imbangkan  lag i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  
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t i dak  dapat  d i t e r ima ,  maka kepada  Penggugat  d ihukum untuk  

membayar  biaya  perkara  yang  t imbu l  da lam  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Menginga t ,  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  

ten tang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  Pera tu ran  Perundang-

undangan  yang  ber laku  yang  berka i t an  dengan  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mener ima  ekseps i  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan  gugatan  Penggugat  

t i dak  dapat  d i t e r ima  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menghukum  Penggugat  untuk  

membayar  biaya  perkara  sebesar  

Rp.  184.000 , -  (  Sera tus  de lapan  

puluh  empat  r i bu  rup iah )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Demik ian lah  dipu tus  da lam  rapa t  permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  

har i  Senin  tangga l  15  Desember  2008  o leh  kami  FARI  

RUSTANDI,  SH. ,  sebaga i  Ketua  Maje l i s ,  BONNYARTI  KALA 

LANDE,  SH. ,  MH.,  dan  WENCESLAUS,  SH. ,  masing- masing  

sebaga i  Hakim  Anggota ,  putusan  mana  dibacakan  dalam 

s idang  te rbuka  untuk  umum pada har i  i t u  juga  oleh  Maje l i s  

te rsebu t  dengan  diban tu  oleh  NINIK  SULISTYANINGSIH,  SH. ,  

sebaga i  Pani te ra  Penggant i  dengan  dihad i r i  o leh  Penggugat  

tanpa  dihad i r i  Tergugat  atau  kuasa  hukumnya.  - - - - - - - -

Hakim- Hakim  Anggota Hakim Ketua ,

t td  t td

BONNYARTI KALA LANDE, SH. ,  MH. FARI  RUSTANDI,  

SH.

t td

WENCESLAUS, SH.

Pani te ra  Penggant i ,

t td

NINIK SULISTYANINGSIH,  SH.

Biaya- biaya  :

Biaya  Pendaf ta ran  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rp.     30.000 , -

Panggi l an - Pangg i l an  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rp.   140.000 , -
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Matera i  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rp.       6.000 , -

Redaks i  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rp.       5.000 , -

Leges  Putusan  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rp.       3.000 , -

Jumlah  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rp.   184.000 , -

(Sera tus  delapan  puluh  empat  r i bu  rup iah )
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